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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Informasi Geospasial, yang lazim dikenal dengan peta, adalah informasi
obyek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan keruangan. Pengertian
geo dalam geospasial, berarti geosfer yang mencakup atmosfer (lapisan udara
yang meliputi permukaan bumi), litosfer (lapisan kulit bumi), pedosfer (tanah
beserta pembentukan dan zona-zonanya, sebagai bagian dari kulit bumi),
hidrosfer (lapisan air yang menutupi permukaan bumi dalam berbagai bentuknya),
biosfer (segenap unsur di permukaan bumi yang membuat kehidupan dan proses
biotik berlangsung) dan antroposfer (manusia dengan segala aktivitas yang

dilakukannya di permukaan bumi)®.

Informasi terkait dengan geografi mencakup tiga pengertian 1) informasi
tentang lokasi di permukaan bumi; 2) informasi tentang terdapatnya suatu obyek
di bumi yang bersifat fisik (atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer dan biosfer)
ataupun non-fisik dan budi daya hasil kreasi manusia (antroposfer); 3) informasi
tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Dengan demikian pengertian
geografi tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, tetapi juga terkait
sumber daya dan lingkungan hidup manusia.

Pengertian Informasi Geospasial tersebut di atas amat erat kaitannya
dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah yang
berkonotasi teritorial. Wilayah merupakan salah satu syarat utama terbentuknya
suatu negara, dalam pengertian tersedianya obyek yang ada di permukaan bumi
dengan lokasi yang pasti dan batas-batas yang diakui berdasarkan peraturan

yang berlaku.

Informasi Geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem

informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam

! Peter Hagget, 1978, Geography: Modern Synthesis dan R. Bintarto dan Surastopo Hadisumarno,
1982, Metode Analisis Geografi, LP3ES.



melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan,
baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada
sektor perorangan dan kelompok orang. Informasi Geospasial menjadi komponen

penting dalam mendukung pengambilan keputusan.

Peran Informasi Geospasial semakin penting dalam pembangunan, namun
masih banyak permasalahan yang muncul karena belum adanya peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Informasi Geospasial.
Pentingnya undang-undang tentang Informasi Geospasial adalah usaha untuk
menjadikan Informasi Geospasial menjadi program di setiap instansi pemerintah
dan tanggung jawab masyarakat, agar penyelenggaraannya menjadi sistematis

dan berkelanjutan.

Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini diharapkan menjadi aturan
yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberlangsungan penyelenggaraan Informasi Geospasial memerlukan
dukungan dari berbagai pihak, yaitu Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat yang menjadi penyelenggara Informasi Geospasial. Keberlangsungan
penyelenggaraan Informasi Geospasial sangat erat kaitannya dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan sosial (IPTEKS).

Pengaturan tentang Informasi Geospasial mendesak untuk dilakukan sejalan
dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi
yang sangat pesat, masyarakat secara umum semakin menyadari makna penting
dari sebuah informasi. Informasi Geospasial sekarang sudah muncul dalam
berbagai ragam bentuk dan kemanfaatannya, seperti tersedianya berbagai
Informasi Geospasial yang dapat diakses melalui jaringan internet pada komputer
atau telepon seluler. Hak masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha,
untuk mendapatkan Informasi Geospasial yang benar dan dapat
memanfaatkannya untuk keperluan masyarakat harus terjamin. Di sisi lain harus
ada kejelasan tentang kewajiban masyarakat terkait penyelenggaraan Informasi

Geospasial.



Pada umumnya sebuah undang-undang disiapkan dengan maksud untuk
menjawab berbagai permasalahan nasional. Sebuah undang-undang juga dibuat
untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai hal.
Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini
diajukan, agar dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan Bangsa
Indonesia yang sangat terkait dengan Informasi Geospasial baik secara langsung

maupun tidak langsung.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.2.1 Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi, yang memerlukan pengaturan dalam
bentuk norma-norma dalam Undang-Undang mencakup 4 (empat) kelompok

utama, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan:

Informasi Geospasial,
Kelembagaan,;

Profesi; dan

A

llImu pengetahuan dan teknologi.

1.2.1.1 Informasi Geospasial

Pokok permasalahan yang berkaitan dengan Informasi Geospasial, antara

lain:

1. Informasi Geospasial belum tersedia secara lengkap dan mutakhir

Belum lengkapnya Informasi Geospasial yang tersedia secara nasional
terkait erat dengan prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran dalam
pengadaannya, dan belum ada aturan yang tegas untuk menugaskan
pemerintah dalam menyediakan Informasi Geospasial secara lengkap yang
mencakup seluruh wilayah NKRI. Pengertian lengkap di sini adalah
sistematik secara nasional dengan kualitas informasi yang sama dan
berkelanjutan. Ketidaklengkapan Informasi Geospasial secara nasional
mengakibatkan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan

menjadi tidak merata. Implikasi sosial yang dapat dirasakan adalah



perbedaan tingkat kesejahteraan. Permasalahan informasi yang tidak
lengkap ini tentu erat kaitannya dengan kemuktahiran informasi, yang

diperlukan dalam mendukung pembangunan.

. Informasi Geospasial belum terintegrasi secara nasional

Permasalahan mendasar tentang Informasi Geospasial terintegrasi terkait

sebagai berikut.

a. Penyelenggaraan Informasi Geospasial belum seluruhnya merujuk pada
satu sistem referensi nasional, peta dasar yang sama atau satu

Informasi Geospasial Dasar.

b. Belum adanya jaminan tentang kualitas Informasi Geospasial. Misalnya
seseorang menggunakan data (tanpa mengetahui kualitasnya), sering
berharap lebih dari apa yang disediakan oleh data tersebut. Seseorang
bernavigasi di dalam kota dengan menggunakan peta skala 1:100.000,
berarti berpotensi memiliki kesalahan baca 1 cm sama dengan 1 km di
lapangan. Seseorang yang mengukur posisi tanahnya dengan Global
Positioning System (GPS), membandingkannya dengan peta Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) skala 1:500.000, akurasi
penggambarannya memungkinkan salah dan geser 5 km. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa tidak adanya jaminan kualitas

Informasi Geospasial dapat merugikan penggunanya.

c. Pertukaran dan penggunaan Informasi Geospasial masih sangat
lambat. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian
maju dan merasuki sendi-sendi kehidupan praktis masyarakat, misalnya
melalui penggunaan mobile-phone yang mengintegrasikan berbagai
informasi, termasuk Informasi Geospasial, dengan memasukkan

berbagai konten geografi dan penggunaan penerima GPS.

d. Data-data tematik seperti data pertanahan, kehutanan, pertanian,
mineral, tata ruang, kelautan, perikanan dan sebagainya, walaupun
menggunakan peta dasar yang sama, ada kemungkinan tetap saja
secara tematik tumpang tindih, karena dibuat dengan acuan yang
berbeda. Tidak adanya lembaga yang secara jelas bertugas dan

berwenang untuk mengintegrasikan berbagai informasi tematik itu



3.

membuat rancu pengguna peta, terutama di daerah, apalagi hal
tersebut menyangkut perijinan, misalnya suatu daerah sudah diberi izin
pertambangan, namun ternyata pada peta yang lama adalah hutan
lindung. Akibatnya dapat menimbulkan ketidakpastian investasi,
terjadinya konflik antar sektor, kemarahan masyarakat adat, hingga
pelanggaran hukum yang sebenarnya berawal dari peta yang tidak

sinergis.

e. Di samping keempat butir tersebut di atas, permasalahan standardisasi
dalam semua aspek Informasi Geospasial perlu dilakukan penyusunan

pengaturannya.

Informasi Geospasial belum dapat diakses dengan mudah

Aksesibilitas merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan hak
masyarakat atau publik dan juga instansi pemerintah. Permasalahan akses

bersumber dari:

a. ketersediaan Infrastruktur; dan
b. klasifikasi Informasi Geospasial yang belum jelas mana yang dapat

bersifat terbuka maupun tertutup (rahasia).

Kesan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa seakan-akan data dan
Informasi Geospasial bersifat rahasia. Berbagai instansi pemerintah yang
menghasilkan Informasi Geospasial sangat sulit untuk memberikan
informasinya kepada masyarakat bahkan kepada instansi lain. Akibat dari

hal tersebut di atas maka:

e suatu instansi yang ingin menggunakan Informasi Geospasial dari
instansi pemerintah lainnya harus melalui prosedur yang berbelit (tidak
jelas), atau harus membelinya dengan harga mahal.

e Dberbagai instansi akhirnya menyelenggarakan pengadaan Informasi
Geospasial masing-masing pada lokasi yang sama, terjadi pengulangan
pengadaan sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan
negara.

e berbagai instansi tidak menggunakan Informasi Geospasial yang sama,
akibatnya integrasi data spasial tidak mudah dan koordinasi antar

instansi sangat sulit, akibatnya pemborosan anggaran pembangunan



dalam skala ekonomi yang lebih besar.

e perbedaan informasi dan sulitnya akses atas data dan informasi
membuat masyarakat kesulitan, atau ragu untuk menggunakan peta
yang mana; akibatnya tingkat fimelekopeta dan tingkat penggunaan peta
di masyarakat Indonesia termasuk sangat rendah. Hal ini berdampak
pada mobilitas yang kurang cerdas, seperti tidak tahu adanya jalan
alternatif dalam berkendaraan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu
lintas di rute-rute tertentu. Hal lain adalah partisipasi pengawasan
pembangunan yang rendah, misalnya karena tidak paham tentang peta
tata ruang atau peta kebencanaan di daerahnya, maka koordinasi
pengawasan menjadi tidak lancar.

e pada sisi lain, informasi yang seharusnya dapat diakses oleh
masyarakat/publik karena dikatagorikan sebagai barang rahasia maka
hal ini dapat membuat banyak data dan Informasi Geospasial hanya
menumpuk di lemari atau di hard disk, sehingga tidak memberikan nilai

tambah bagi masyarakat.

Tidak semua orang yang ingin memperoleh Informasi Geospasial akan
dapat memperolehnya dengan mudah dan murah. Ketika seseorang datang
ke kantor kecamatan, hanya untuk melihat peta wilayah kecamatan atau
ingin mengetahui sebaran penduduk atau lokasi masjid, maka petugas
sering meminta membawa surat pengantar sebagai bukti akses perijinan.
Jika ini terjadi pada masyarakat awam, tentu mereka tidak tahu harus
meminta surat pengantar ke mana dan pada siapa. Mereka ingin

memperoleh informasi untuk kenyamanan hidupnya.

. Penggunaan Informasi Geospasial masih terbatas

Kesadaran penggunaan Informasi Geospasial bagi perencanaan kebijakan
dan evaluasi program pengelolaan wilayah oleh berbagai pihak termasuk
pemerintah masih belum menggunakan Informasi Geospasial yang tepat.
Akibatnya perencanaan dan evaluasi tersebut menjadi kurang tepat dan
kurang berkualitas karena kehilangan konteks keruangan. Sebaliknya
berbagai studi di luar negeri telah membuktikan adanya efisiensi anggaran
pembangunan ketika berbagai program tersebut dipandu dengan Informasi

Geospasial.



1.2.1.2 Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial sangat
penting dan menentukan keberhasilan pembangunan secara utuh pada setiap
tingkat pemerintahan. Sebenarnya kewenangan setiap lembaga sudah diatur,
namun demikian dalam implementasinya diperlukan penggunaan kewenangan

yang lebih detil dan konsisten.

Konsistensi dalam penggunaan kewenangan dapat dilakukan apabila ada
penegasan tentang jenis informasi dan institusi mana yang menjadi wali datanya
(Custodianship). Tanpa kejelasan institusi yang bertanggung jawab dan memiliki
kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, potensi terjadinya
inefisiensi anggaran dalam pembuatannya akan menjadi besar. Hal ini sering
terjadi karena adanya duplikasi pembuatan Informasi Geospasial Tematik tertentu.
Tidak jarang ketidakjelasan instansi yang bertugas membuat informasi,
menyebabkan konflik di lapangan ketika harus memutuskan informasi mana yang
dijadikan acuan, contohnya konflik perijinan lokasi/kawasan pengelolaan hutan

dengan Pemda setempat, yang dijumpai di beberapa provinsi.

1.2.1.3 Profesi

Agar keberadaan Informasi Geospasial idi per cayao ol eh sem
sumber daya manusia dan badan hukum pelaksana harus memenuhi kriteria dan
standar. Permasalahan sumber daya manusia dan badan usaha pelaksana ini

terkait erat dengan tiga hal berikut:

1. Sertifikasi Personil dan Akreditasi Badan Usaha
2. Standar untuk Kompetensi, dan

3. Implementasi Sertifikasi.

Saat ini praktis hanya ada registrasi umum sebagaimana lazimnya setiap
perusahaan. Belum ada registrasi yang diberlakukan secara nasional untuk
mengawasi kualitas perusahaan yang bergerak dalam survei, pemetaan, Informasi
Geospasial, termasuk kompetensi pelaksana/SDM, peralatan maupun rekam jejak
(track record). Akibatnya, siapapun dapat mendirikan perusahaan jasa
survei/pemetaan/Informasi Geospasial. Hal ini dapat merugikan konsumen dan

bahkan membahayakan keselamatan umum, bila itu terkait survei atau peta yang



digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan atau tanggul
penahan banjir. Kalau Peta Kontur yang diturunkan dari peta 1:10.000 dipakai
untuk desain tanggul penahan banjir, maka kesalahan tanggul akibat toleransi

kesalahan vertikal pada peta 1:10.000 adalah sekitar 1-2 meter.

Saat ini juga siapapun dapat mengklaim dirinya surveior atau praktisi remote
sensing atau Geographic Information System (GIS) dan lain-lain. Untuk sumber
daya manusianya, perusahaan jasa pemetaan juga sering merekrut lulusan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sarjana dari ilmu-ilmu yang tidak
relevan, dan hanya menambah pengetahuan geospasial dengan pelatihan singkat
yang sebenarnya kurang memadai, dalam Curriculum Vitae (CV) vyang
bersangkutan | angs un@gIS-specialestha b Ramote Banding k an A

experto .

Sumber daya manusia pelaksana produksi Informasi Geospasial harus
memenuhi kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang berwenang
dan badan usaha Informasi Geospasial harus disertifikasi kualifikasinya, termasuk
peralatan yang dimilikinya untuk menjamin kualitas Informasi Geospasial yang

dihasilkan.

1.2.1.4 Perkembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

llImu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek yang saling terkait, di
mana teknologi merupakan wujud dari perkembangan ilmu pengetahuan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat merupakan
salah satu faktor penting yang menggerakkan keberlangsungan Informasi
Geospasial. Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penyediaan sumber
daya manusia berkualitas dan berkelanjutan. Konsekuensinya diperlukan tenaga

terdidik, terampil dan berkualitas.

Teknologi baru memerlukan kajian kelayakan, penerapan dan
pengembangan untuk kesesuaian aplikasinya dengan kondisi di Indonesia.
Insentif dalam pengembangan teknologi sendiri sangat kurang bahkan tidak ada.
Akibatnya bangsa Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi, sementara

beberapa negara Asia lain sudah begitu maju dalam dunia teknologi geospasial.



1.2.2 Problema Terkait Aplikasi Informasi Geospasial Di Indonesia

1.2.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5), Pengelolaan sumber daya alam memerlukan peta dan

Informasi Geospasial untuk menunjukkan lokasi dan sebaran potensinya.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya
alam yang besar dan beragam. Negara kita yang jumlah pulaunya lebih dari
17.000 memiliki luas sekitar 1.9 juta km2.

UUD Tahun 1945:
Pasal 33

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.

Kekayaaan alam laut Indonesia sangat besar. Wilayah lautan Indonesia
memiliki potensi sumber daya ikan 6,7 ton, yakni 2,0 juta ton untuk Zona Ekonomi
Ekslusif (ZEE) Indonesia dan 4,7 juta ton untuk perairan teritorial Indonesia, dan
hanya 62 persen yang dimanfaatkan®. Secara keseluruhan nilai ekonomi total dari
produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan
mencapai 82 miliar dollar AS per tahun®. Dari segi kekayaan non perikanan, luas
terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2,
yang tersebar luas dari perairan Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur
Indonesia. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang
Dunia®.

Di kawasan pesisir, luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75%

dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di

2 http://www.kapanlagi.com/h/0000067083.html
3 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/15/bahari/1440103.htm
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang
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dunia. Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman jenis

yang tertinggi di dunia®.

Kekayaan alam di daratan juga sangat melimpah. Menurut Statistik
Kehutanan 2001 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia
adalah 109,96 juta hektar®. Luas lahan pertanian Indonesia adalah sekitar 21 juta

hektar’.

Ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia. inventarisasi data kekayaan alam yang tersedia tidak akurat. Sebagai
contoh jumlah pulau di Indonesia beberapa pihak menghitung dengan metoda
yang berbeda-beda ada yang menghitung jumlah sehingga menjadi 13.667, ada
pula yang menjumlah 17.504. Ada juga yang menyebutkan pulau 17.508 pulau®.
Seharusnya data dasar tentang jumlah pulau harus pasti sehingga semakin

memperjelas kondisi kekayaan alam Indonesia.

Contoh data yang tidak sinkron adalah tentang luas hutan di Provinsi
Gorontalo®. Beberapa luas hutan yang berbeda adalah 978.385 Ha (Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo), 826.378 Ha
(BAPPEDA Provinsi Gorontalo), 750.053 Ha (Komite Pusat Pembentukan Provinsi
Gorontalo) dan 838.297 Ha (Badan Planologi Kehutanan Kementerian
Kehutanan). Ketidaksamaan luas hutan ini menunjukkan ketidakpastian dalam

pengelolaaan hutan.

Permasalahan berikutnya adalah dalam mendata perubahan sumber daya
alam yang dinamis. Sebagai contoh, degradasi hutan mangrove sekitar 200 ribu
hektar/tahun'®. Perubahan fungsi hutan diperkirakan 2-2,4 juta ha per tahun
menjadi kawasan bukan hutan atau setiap satu menit hutan hilang seluas enam
kali lapangan sepakbola'. Konversi penggunaan lahan dari lahan pertanian,

perkebunan atau hutan untuk pemukiman juga terjadi sejalan dengan

® http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html
6http://www.de;:)hut.qo.id/HaIaman/STANDARDISASI & LINGKUNGAN KEHUTANAN/INFO
VI102/VIl V102.htm

" http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.09.01170223

8 http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/19/12373539/jumlah.pulau.berkurang

® http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/4627

10 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html

1 http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI & LINGKUNGAN KEHUTANAN/INFO
VI02/VIlI VI02.htm

10


http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO%20_VI02/VII_VI02.htm
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO%20_VI02/VII_VI02.htm
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO%20_VI02/VII_VI02.htm
http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.09.01170223
http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/19/12373539/jumlah.pulau.berkurang
http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/4627
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/06/nas06.html
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO%20_VI02/VII_VI02.htm
http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INFO%20_VI02/VII_VI02.htm

perkembangan suatu wilayah perkotaan. Perubahan lahan tersebut sebaiknya
dipetakan sehingga terlihat perubahannya. Prediksi perubahan lahan dalam

beberapa tahun kedepan dapat diprediksi dan dikendalikan.

Potensi sumber daya alam di laut meliputi wilayah yang berpotensi untuk
pengeboran minyak/gas dan wilayah yang berpotensi untuk budidaya pesisir
seperti untuk pengembangan ikan kerapu dalam keramba jaring apung, terumbu
karang buatan dan budidaya rumput laut. Potensi sumber daya alam darat
termasuk wilayah yang berpotensi digunakan sebagai lahan sawah, perkebunan,
hutan dan cagar alam. Sampai saat ini belum ada data potensi sumber daya alam
tingkat provinsi dan nasional yang telah dipetakan. Ketersedian peta potensi
sumber daya alam akan membantu dalam membuka pintu bangsa kita dalam

memanfaatkan sumber daya alam ini.

Selain itu, dengan belum adanya informasi potensi sumber daya alam, suatu
wilayah dikonsesikan kepada pihak swasta ataupun asing, tanpa menyadari nilai
ekonomi sumber daya alam yang sesungguhnya. Akibatnya, pemerintah pusat
atau daerah yang mewakili rakyat memiliki posisi tawar yang rendah. Akibatnya
pemasukan daerah maupun negara dari sumber daya alam jauh dari yang

semestinya.

1.2.2.2 Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan
transnasional diperlukan peta dan Informasi Geospasial terkini dan akurat tentang
wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan. Hal ini untuk
menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 25A, dan Pasal 30 Ayat 2.

UUD Tahun 1945:
Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang.

Pasal 30 Ayat 2

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
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Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan
Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas
Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan
batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum
mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah
Negara, dan haki hak berdaulat.

Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah
Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraaan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan
keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan
wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Pendekatan
kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari
pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi
daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan. Menjaga keutuhan
wilayah Indonesia merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, informasi
tentang garis perbatasan beserta kondisi daerah di sepanjang perbatasan

(termasuk pulau-pulau kecil) mutlak diperlukan.

Peta wilayah perbatasan baik dalam masa damai maupun perang diperlukan
untuk mobilisasi aparat pertahanan dan keamanan. Pada masa damai, peta-peta
perbatasan diperlukan untuk menjaga infiltrasi dari penyusup, baik yang bermotif
komersial maupun politis. Sebagai contoh, pada tahun 1987 saja, paling sedikit
150 kapal setiap harinya melintasi daerah perbatasan di Indonesia-Malaysia

antara Nunukan-Tawau tanpa dilengkapi dokumen resmi*?,

Penyusup bermotif komersial ada beraneka ragam, seperti ekspor kayu hasil
illegal logging, illegal fishing, human-trafficking dan penyelundupan klasik (dari
barang elektronik, narkotika hingga sampah barang yang termasuk B3). Data

menunjukkan berbagai kerugian dari aktifitas tersebut.

12 Krystof Obidzinski et al, CIFOR 2006,
www.cifor.cgiar.org/publications/pdf files/Books/BObidzinski0601i.pdf
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e Kerugian akibat praktik "illegal fishing" yang terjadi di perairan Indonesia
diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun setiap tahun, atau sekitar 25 persen
dari total potensi perikanan yang ada di Indonesia yaitu 1,6 juta ton per

tahun®®,
e Kerugian negara akibat illegal logging sebesar Rp 30 triliun per tahun™.

e Belanja narkoba sehari di Jakarta mencapai Rp 8 milyar. Sedangkan

transaksi di seluruh Indonesia mencapai Rp. 20 triliyun per tahun®®.

e Dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia (2004) -
termasuk illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining - sebesar 1750
trilyun rupiah dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang
dari kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun

rupiah®®.

Sedang penyusup yang bermotif politis dapat berupa teroris hingga kapal
atau pesawat militer asing yang masuk tanpa ijin. Tanpa peta-peta kawasan
perbatasan yang memadai, TNI-AD, AL maupun AU akan kesulitan untuk
memastikan bahwa kondisi di perbatasan itu dalam kendali.

Peta-peta ini juga berguna bagi nelayan kita agar tidak beroperasi hingga

melanggar wilayah negara tetangga.

e Kita sendiri yang harus menjaga agar nelayan kita tidak diperlakukan
sewenang-wenang oleh otoritas negara lain seperti kasus nelayan-nelayan
dari Nusa Tenggara Timur yang sering ditenggelamkan kapalnya oleh polisi
laut Australia®’.

e Menurut Erwin Silitonga, Direktur Penyuluhan Perpajakan, dengan
prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia (2004) - termasuk
illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining - sebesar 1750 trilyun rupiah
dan asumsi tax ratio 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan

'3 Freddy Numberi dalam http://www.antara.co.id/arc/2008/2/4/freddy-numberi-tenggelamkan-
kapal-asing-illegal-fishing/

“M. S. Ka 6 b htm//wdvatenapainteraktif.com/hg/ekbis/2004/11/14/brk,20041114-05.id.htm!
!> Badan Narkotika Nasional dalam www.politikindonesia.com/

'® Erwin Silitonga, Direktur Penyuluhan Perpajakan, http://www.pajak.go.id/index.php?
view=article&catid=87%3Aartikel&id=96%3Aapl&tmpl=component&print=1&page=&option=com_c
ontent&ltemid=125

Y http://www.indomedia.com/ poskup/2008/04/17/edisi1 7/tirosa.htm
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ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah*®,

Pemindahan patok perbatasan bila dilakukan sejauh rata-rata 1 kilometer
pada garis batas sepanjang 500 kilometer i sudah berakibat hilangnya luas
wilayah kita 50.000 hektar - menunjukkan urgensi pembangunan kawasan
terdepan yakni di daerah perbatasan yang akan mencegah aksi pemindahan
patok tersebut. Pembangunan kawasan terdepan juga penting untuk
mengantisipasi pengungsi negara tetangga yang sedang mengalami konflik.
Sebagai contoh di Kab. Belu NTT terdapat ribuan pengungsi dari Timor Leste
yang memerlukan dana santuan hingga Milyaran Rupiah per tahun.

Tabel-2. Heterogenitas luas yang terdapat dalam sumber otoritas yang sama

_ KMDN 5/2002 DAL 2002 :
NaTop Rekap Propinsi [sqKm] feakm] Selisih
1 NANGGEOE ACEH DARUSSALAM 53,326.33 55,217.05 =4%
2 ‘SUMATERA UTARA | 72,808.48 | 71,407.99 | 285
3 SUMATERA BARAT 41,956.87 43,985.60 -5%
5 JAMEL 45, 348.49 50,613.28 -10%
6 |SUMATERA SELATAN | 60,234.02 | 97,166.56 | -38%
7 BANGKA BELITUNG 16,424.43 16,171.53 2%
B8 BENGKULL 19,794.97 19,794.97 0%
9 |LAMPUNG . 37,735.15 | 3544633 | 6% |
10 DKI JAKARTA 7.647.21 661.62 | 1056%
11 JAWA BARAT 36,925.04 35,249.28 5%
12 |BANTEN | 9,018.64 | 9,164.41 | -2%
13 [JAWA TENGAH 32,799.71 32,860.31 0%
14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3,133.15 3,187.09 -2%
15 |JAWA TIMUR | 4728025 4684440 1%
16 |KALIMANTAN BARAT | 12002432 |  148,772.63 | -19%

Pada level daerah, data perbatasan yang tidak akurat dapat menyebabkan
angka luas daerah yang berbeda, yang berakibat pada perhitungan Dana Alokasi
Umum (DAU) daerah tersebut yang berbeda. Contoh SK Mendagri no 5/2002
tentang luas daerah dan SK sejenis dari tahun 2001 yang digunakan untuk

menghitung DAU 2002 oleh Kementerian Keuangan.

Permasalahan-permasalahan di atas memerlukan beberapa solusi sebagai
berikut.

1. Informasi atas wilayah perbatasan harus bersifat terbuka bagi publik, sehingga

tidak ada warga negara yang melanggar perbatasan dan bahkan mereka ikut

*® http://www.pajak.go.id/index.ph?
view=article&catid=87%3Aartikel&id=96%3Aapl&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&ltemid=12
5
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mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran atas perbatasan tersebut. Dalam hal
ini, yang informasi yang ditutup bagi publik hanya informasi yang diadakan
khusus untuk menjalankan fungsi negara (termasuk hankam), dan

ketidaktahuan publik atasnya tidak membuat hak asasi mereka terganggu.

2. Dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial, terutama di kawasan
perbatasan ini, diperlukan aturan melalui mekanisme perijinan, agar tidak
disalahgunakan oleh negara asing, baik melalui wahana asing (kecuali di luar
batasan atmosfir) maupun tenaga asing; juga pengolahan data dengan tenaga
asing atau di luar negeri, tanpa kecuali semua dengan izin. Perijinan ini untuk
menjamin keselamatan masyarakat dan pelaku pengumpulan Informasi

Geospasial.

3. Data batas wilayah ini perlu dikategorisasi, antara batas yang sudah
ditegaskan dengan yang belum, serta dibedakan dalam visualisasinya.

Demikian juga dengan nama-nama rupabumi yang digunakannya.

4. Agar data ini selalu siap untuk digunakan, maka harus ada jaminan
keberadaannya. Untuk itu data wajib disimpan ganda, yaitu pada instansi
penyelenggara dan pada Arsip Nasional. Dalam hal data itu bersifat rahasia,
misalnya data kekayaan alam yang cukup rinci dan operasional di sekitar
wilayah perbatasan dan disandikan (encrypted), maka metode enkripsi itu

wajib diserahkan kepada Lembaga Sandi Negara.

1.2.2.3 Jaminan Memperoleh Informasi Geospasial

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan peta dan Informasi Geospasial untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia. Hal ini diamanatkan pada UUD 45 pasal 28F.

UUD Tahun 1945:
Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada tahun 2008, Indonesia mencanangkan program Visit Indonesia Year.

15



Dengan ini diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke
Indonesia akan meningkat dari tahun 2007 yang tercatat 5.505.759 wisman dan

mendatangkan devisa US$ 5,35 Milyar'®.

Sementara itu wisatawan domestik atau wisatawan nusantara (wisnus) data
perkiraan tahun 2007 mencapai 116,4 juta orang dengan pengeluaran Rp 80
Trilyun®. Dengan demikian, sektor pariwisata menggerakkan ekonomi sekitar Rp.

130 Trilyun dengan pergerakan sebesar 122 juta orang.

Untuk wilayah seluas Indonesia dengan ratusan obyek menarik sebenarnya
ini terhitung sangat rendah. Sebagai perbandingan, wisman yang datang ke
Singapura pada tahun 2007 adalah 10,3 juta orang dan menghasilkan pemasukan
US$ 10 Milyar?.

Salah satu sebab adalah bahwa para wisatawan dinegara itu sangat mudah
dan cepat mendapatkan peta. Begitu sampai di bandara, pelabuhan, stasiun
kereta api, terminal bus, SPBU terdekat dari tempat tujuan, dia akan mendapatkan
peta yang sangat informatif atas kota tersebut, lengkap dengan nama jalan, lokasi
hotel, restoran, ATM, fasilitas kesehatan, pendidikan, ibadah, serta fasilitas
lainnya, beserta room rate nya i misalnya hotel bintang berapa. Dan peta ini bisa
disebarkan dengan gratis karena dibiayai oleh iklan dari obyek komersial yang
turut digambarkan dalam peta tersebut. Namun data dasar dari peta-peta tersebut

sebelumnya sudah disediakan oleh otoritas negara yang ditugasi untuk itu.

Peta-peta ini sebenarnya juga dibutuhkan tidak hanya oleh wisatawan tetapi
juga oleh masyarakat setempat yang mungkin tidak selalu familier dengan posisi-

posisi fasilitas umum di kotanya.

Di kota-kota pendidikan setiap tahun ratusan ribu mahasiswa baru
membutuhkan peta yang bisa dijadikan alat orientasi sehingga mereka dapat lebih

optimal dalam menempuh pendidikannya.

Sementara itu kebutuhan akan peta yang praktis sebenarnya sangat tinggi.
Di dunia pendidikan setiap tahun ratusan ribu pelajar dan mahasiswa harus

pindah domisili demi pendidikannya. Bila mahasiswa baru setiap tahun sekitar

19 http://www.budpar.go.id, akses pada 16 Juni 2008
2% http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2007/8/23/pal.htm
2 http://app.stb.gov.sg/asp/new/new03a.asp?id=8123.
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860.000 orang pada 3.441 lembaga pendidikan tinggi®’, dan diasumsikan 50%
dari mereka akan tinggal di tempat yang baru, berarti sekitar 430 ribu mahasiswa
baru memerlukan adaptasi baru, yang dengan adanya peta yang praktis mereka

akan amat terbantu.

Warga negara yang ingin mencari tempat bekerja atau tempat tinggal juga
sering memerlukan informasi yang memadai atas lokasi lingkungan tempat yang
diinginkannya. Misalnya, sebelum memutuskan tinggal di suatu tempat, dia perlu
memikirkan kondisi air tanah, sanitasi, kerentanan terhadap bencana, risiko polusi,
akses transportasi publik, lokasi sekolah, dokter, tempat ibadah, pasar, kantor

polisi dan sebagainya.

Masyarakat ingin ikut memonitor pembangunan di daerahnya, yang di antara
sarana monitor itu adalah Informasi Geospasial. Diantara yang ingin diketahui
warga suatu daerah dalam suatu pilihan kepala daerah, ketika ada calon
incumbent adalah, prestasinya dalam membangun wilayah itu, dan itu sedikit

banyak bisa tergambar dari peta sebelum dan setelah menjabat lima tahun.
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di mana saja. Perkembangan di dunia, participatory mapping juga sudah berjalan
karena sudah ada teknologi yang terbuka di internet (maps.google.com).

Dalam bidang politik, masyarakat ingin mengikuti hasil pemilu atau pilkada

2 |khtisar Data Pendidikan Nasional 20b8@p://www.depdiknas.go.id/
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dengan cepat lewat peta perolehan suara.

Permasalahan-permasalahan di atas memerlukan beberapa solusi sebagai

berikut:

1.

Informasi atas fasilitas umum atau obyek wisata dibuat milik publik (peta
fasilitas publik), sehingga tidak ada warga negara kesulitan untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam hal ini, Informasi Geospasial yang ditutup hanya
informasi yang diadakan khusus untuk menjalankan fungsi negara yang

ketidaktahuan publik atasnya tidak membuat hak asasi mereka terganggu.

Informasi fasilitas publik harus benar sehingga harus dikoordinasikan antar
instansi pemerintah, karena ini kadang-kadang menyangkut berbagai sistem
pemetaan yang berbeda, minimal pada klasifikasi obyek dan visualisasi. Oleh
karena itu pemerintah wajib melakukan koordinasi antar instansi, baik pada

level pusat maupun terhadap level daerah.

Visualisasi informasi itu dimungkinkan dalam beberapa bentuk, seperti peta
cetak (lembaran atau buku), peta digital, peta interaktif dan multimedia, selama
mengikuti norma, prosedur dan spesifikasi yang berlaku. Sedang visualisasi
non standar, seperti misalnya dalam kartu undangan pernikahan dan
sejenisnya tidak perlu dianggap sebagai Informasi Geospasial.

Agar penggunaan data spasial (seperti peta) semakin populer, maka perlu
diberikan insentif kepada penyelenggara Informasi Geospasial (yaitu yang
menyediakan peta secara gratis dengan didanai sponsor, seperti dari jaringan
hotel dan restoran yang membuat peta turis lengkap dan jaringan angkutan
umum) untuk informasi yang berhasil digunakan secara optimal oleh
masyarakat. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak atau sejenisnya.
Insentif ini diberikan karena secara makro, masyarakat mendapatkan benefit,
misalnya dari berkurangnya kemacetan atau meningkatnya devisa dari sektor

pariwisata.

1.2.2.4 Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia

Setiap orang berhak mendapatkan manfaat yang optimal dari kemajuan ilmu

dan teknologi Informasi Geospasial agar negara dapat maksimal memajukan ilmu

dan teknologi Informasi Geospasial demi kemajuan peradaban serta
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kesejahteraan umat manusia. Hal-hal tersebut diamanatkan pada UUD 45 pasal
28C dan pasal 31 ayat 5.

1.2.2.4.1 Tingkat Pendidikan Tinggi

Bidang yang terkait geospasial tersebar di berbagai jurusan di perguruan
tinggi, seperti geodesi/geomatika, geografi, geologi, geofisika, teknik sipil,
pertanian, kehutanan, kelautan, informatika dan sebagainya. Namun faktanya
memang hanya jurusan geodesi dan geografi yang secara spesifik menekuni ilmu

dan teknologi geospasial.

UUD Tahun 1945:
Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Pasal 31

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Di Indonesia, perguruan tinggi yang membuka program studi Geografi
sebagai ilmu murni hanya tiga perguruan tinggi negeri. Sedangkan program studi

Pendidikan Geografi dapat dijumpai pada 45 perguruan tinggi.

Di Indonesia pendidikan jurusan teknik geodesi/geomatika hanya
diselenggarakan di 8 universitas, dengan mahasiswa sekitar 400 orang/tahun dan
meluluskan sarjana sekitar 300 orang/tahun. Namun usia pendidikan ini di
berbagai perguruan tinggi masih bervariasi. Bila diasumsikan setiap tahun lulus
300 orang selama 1 generasi (30 tahun) hanya akan didapatkan 9.000 sarjana.
Bila dihitung bersama jurusan ilmu geografi yang diadakan pada 3 perguruan
tinggi, dengan asumsi yang sama akan didapatkan maksimal 16.875 sarjana yang
memiliki kompetensi geospasial setiap generasi. Bila dibandingkan dengan luas
wilayah Indonesia berarti satu tenaga ahli geospasial rata-rata harus menangani
area seluas 112,6 Km2 (11.260 hektar). Kondisi ini membuat ketika ada kejadian

bencana, kita kekurangan SDM, sehingga memaksa kita mengundang para ahli
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dari luar negeri. Sedangkan kebutuhan akan ahli geospasial (surveyor,
kartografer, geograf, pemeta) akan meningkat menjadi 21 persen pada tahun
2016 di USA. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan data yang
lebih akurat?®. Oleh sebab itu jumlah dan mutu pendidikan terkait Informasi

Geospasial harus segera ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

1.2.2.4.2 Ketersediaan Tenaga Pendidik

Sementara itu jurusan pendidikan (calon guru) Geografi diselenggarakan di
18 PTN dan 18 PTS di seluruh Indonesia®*. Dengan asumsi satu PT meluluskan
50 guru geografi per tahun, didapatkan angka 1.800 guru per tahun. Dalam satu
generasi (30 tahun) akan didapatkan 54.000 guru geografi yang kompeten
mengajarkan geografi kepada anak didik atau masyarakat. Bila dibandingkan
dengan jumlah penduduk yang sekitar 220 juta jiwa, berarti rasionya baru 1:4074.
Hal ini sungguh kurang memadai untuk mensosialisasikan ilmu Informasi

Geospasial pada tingkat dasar hingga sekolah menengah.

1.2.2.4.3 Pendidikan Geospasial Usia Dini

Pengetahuan tentang Informasi Geospasial harus diberikan kepada generasi
muda sejak usia dini untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan rasa cinta
tanah air. Sosialisasi Informasi Geospasial atau pembudayaan peta untuk
generasi muda dirasa masih perlu ditingkatkan dan mencari metode pengajaran

yang lebih mudah dan menarik.

1.2.2.5 Efisiensi

Ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial
antar instansi berakibat pada perencanaan yang tidak efisien, tidak efektif dan
tidak transparan. Selain itu, terjadi juga duplikasi kegiatan yang tidak bermanfaat
dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Hal-hal tersebut terkait dengan UUD

45 pasal 23 ayat 1 dan pasal 23C.

Kegiatan pemetaan yang menghasilkan Informasi Geospasial yang bersifat
terbuka tidak hanya dilakukan oleh BAKOSURTANAL. Sebagai lembaga survei

23 http://www.bls.gov/oco/pdf/ocos040.pdf
24 http://evaluasi.or.id/
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dan pemetaan nasional, BAKOSURTANAL bertugas menyediakan Informasi
Geospasial dasar. Berbagai Kementerian dan lembaga pemerintahan juga
melakukan pemetaan yang sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing. Hasil
kegiatan masing-masing Kementerian dan lembaga pemerintah ini yang disebut

Informasi Geospasial Tematik.

Kewenangan masing-masing Kementerian dan lembaga dalam melakukan
aktifitas penyelenggaraan Informasi Geospasial telah diatur dalam Peraturan
Presiden Rl nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang
merangkum instansi pemerintah terkait dengan sistem penyelenggaraan
pengelolaan data spasial. Hal ini memerlukan payung hukum yang lebih kuat yang
juga mengatur kewenangan pembuatan Informasi Geospasial oleh pihak-pihak di

luar pemerintah.

UUD Tahun 1945:
Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Di samping itu, kegiatan pemetaan juga dilakukan oleh BNPB (Badan
Nasional Penanggulangan Bencana) tentang hal-hal yang terkait kebencanaan.
Juga pihak TNI melalui Dittopad, Dishidros, dan Disurpotrud melakukan pemetaan

di wilayah darat, laut dan udara.

Kegiatan pemetaan di berbagai lembaga itu harus disinkronkan untuk
mencegah duplikasi. Mengingat kegiatan pemetaan atau penyelenggaraan
Informasi Geospasial mencakup berbagai tahapan vyaitu: pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan,
maka duplikasi yang harus dicegah tidak hanya duplikasi keseluruhan satu
kegiatan, misalnya satu lembaga melakukan pemetaan yang persis sama dengan
kegiatan lembaga lain. Duplikasi pada beberapa bagian dari tahapan kegiatan
pemetaan juga harus dicegah untuk efisiensi anggaran, misalnya pada tahapan
pengadaan sumber data. Untuk kepentingan yang berbeda, bisa saja dua

lembaga membeli citra satelit dengan jenis, cakupan wilayah, dan waktu
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pengambilan yang sama. Padahal apabila dua kegiatan itu disinkronkan, maka
pembelian citra dapat cukup dilakukan satu kali untuk dua kepentingan itu.

Seyogyanya anggaran terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial
mayoritas berada di lembaga/Kementerian teknis dan pemerintah daerah yang
melakukan penyelenggaraan Informasi Geospasial secara sektoral. Di Jepang
misalnya, Geographical Survey Institute (GSI), lembaga yang bertanggung jawab
terhadap penyediaan Informasi Geospasial Dasar seperti BAKOSURTANAL,
hanya melaksanakan 1% dari seluruh kegiatan pemetaan di Jepang. Mayoritas
kegiatan pemetaan Jepang, yaitu sekitar 80%, adalah kegiatan pemetaan yang
dilakukan oleh lembaga/badan pemerintah (disebut dengan public survei/mapping
karena didanai oleh negara). Sisa kegiatan pemetaan lainnya dilakukan oleh pihak

swasta, lembaga non profit dan individual.

Di samping sinkronisasi anggaran, semua Kementerian/lembaga yang
melakukan pemetaan tematik dapat mengambil keuntungan dari sinergi dari

pertukaran data dan adanya peta dasar.

Koordinasi yang paling baik adalah koordinasi spasial. Koordinasi antar
sektor yang tidak menggunakan data dan Informasi Geospasial berakibat
inefisiensi yang sangat besar. Misalnya pembangunan jalan yang tidak
menggunakan informasi spasial berisi jaringan telepon atau jaringan listrik bawah
tanah, sangat mungkin akan memutus jaringan-jaringan tersebut. Informasi terkait
jaringan bawah tanah harus disediakan oleh instansi yang terkait dan menjadi satu

input penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di atasnya.

Contoh lain yang menunjukkan pentingnya koordinasi secara spasial adalah
keputusan penentuan lokasi suatu pabrik kimia yang berada di sekitar hulu sungai.
Apabila terdapat informasi spasial yang menunjukkan misalnya bahwa di daerah
hilir sungai tersebut itu ada tambak, tentu pembangunan pabrik kimia itu harus
dipertimbangkan lagi agar limbahnya tidak merugikan masyarakat di hilir.

1.2.2.6 Pelayanan Publik

Agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah (good-
governance) diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang akurat dan mutakhir.

Hal ini diamanatkan pada UUD 45 pasal 28F.
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UUD Tahun 1945:
Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unutk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Melihat kepentingannya, peta adalah informasi yang harus tersedia setiap
saat, jika mengikuti kategorisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Hampir semua aspek kehidupan masyarakat akan sangat terbantu oleh informasi
yang tersaji secara spasial dalam bentuk peta, bahkan dalam banyak hal informasi

spasial merupakan hal yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Memang tingkat kesadaran akan pentingnya informasi peta ini di masyarakat
Indonesia masih rendah. Hasil penelitian Litbang KOMPAS memperlihatkan
bahwa di kalangan masyarakat yang berpendidikan SD, hanya 11 persen yang
menyatakan akan membaca peta untuk menemukan suatu alamat. Semakin tinggi
tingkat pendidikan, keinginan untuk melihat peta juga semakin tinggi. Di tingkat
SLTP dan SLTA ada 16 persen responden yang senang membuka peta, dan pada

tingkat pendidikan S1 ke atas persentasenya meningkat menjadi 30 persen?.

Banyak informasi yang tertuang dalam peta yang sangat diperlukan bagi
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Contoh sederhana adalah
kebutuhan peta yang berisi informasi rute transportasi umum. Ketidakadaan peta
rute transportasi umum sering menyebabkan masyarakat kebingungan apabila
berada di daerah yang bukan tempat tinggalnya apabila mereka ingin
menggunakan sarana transportasi umum, bahkan tidak jarang masyarakat

menjadi korban penipuan karena ketidaktahuannya tentang informasi itu.

Pada level yang lebih tinggi, jenis informasi transportasi yang dibutuhkan
adalah informasi kemacetan lalu lintas. Studi Yayasan Pelangi Indonesia
menyebutkan bahwa kemacetan berkepanjangan di Jakarta menyebabkan
berbagai kerugian yang nilainya berkisar Rp 43 triliun per tahun atau lebih dari dua
kali APBD Jakarta 2007. Kerugian itu berupa pemborosan bahan bakar minyak

(BBM), waktu kerja, kerugian angkutan barang, dan angkutan penumpang

% Harian Umum KOMPAS, 29 Agustus 20@6://www2.kompas.com/kompas
cetak/0608/29/humaniora/2909590.htrdiakses tanggal 16 Ju2008
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umum?®. Sedangkan menurut Kepala Bappeda Depok, kemacetan di sepanjang Jl.
Margonda mengakibatkan kerugian sebesar Rp 10 milyar per tahun?’. Apabila
informasi spasial berupa lokasi kemacetan ini tersedia dan diketahui oleh
masyarakat, maka tentu masyarakat bisa mengantisipasinya sehingga nilai

kerugian ini dapat terhindari.

Informasi spasial tentang transportasi sebenarnya sudah mulai ada dan
dirasakan kemanfaatannya oleh publik, meskipun jumlahnya baru sedikit dan
terbatas pada informasi spasial yang disediakan oleh pihak swasta. Misalnya
penggunaan teknologi GPS oleh sebuah perusahaan taksi nasional. Dengan
teknologi ini, taksi yang berlokasi paling dekat dengan alamat konsumen yang
memesan (melalui telepon) dapat langsung diketahui dan diperintahkan menuju
alamat tersebut. Dengan demikian maka waktu tunggu seorang konsumen ketika
memesan taksi akan berkurang dari rata-rata 30-60 menit menjadi 5-20 menit.
Keuntungan lainnya adalah bahwa sopir taksi dapat menerima informasi kondisi
lalu lintas sehingga dapat menyesuaikan rutenya ketika ada banjir atau

demonstrasi?®.

Informasi yang bersifat layanan umum lainnya seperti informasi tentang
fasilitas umum berbentu peta yang mudah dibaca dan ditempatkan di lokasi
strategis atau dibagikan secara gratis, harusnya sudah merupakan tugas
pemerintah. Dengan informasi seperti ini, masyarakat dengan mudah akan dapat
mengetahui lokasi dari obyek yang mereka perlukan seperti WC umum, masjid,
ATM, dsb.

Untuk pemerintah sendiri, informasi spasial sangat diperlukan untuk
meningkatkan pelayanan publiknya secara umum. Misalnya untuk menentukan
lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA), suatu hal yang selalu diributkan

oleh warga yang lokasinya menjadi calon tempat pembuatan TPA.

Misalnya, konflik sampah perkotaan yang berujung pada kerusuhan massa

yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bojong, Klapanunggal,

% Harian Umum KOMPAS, 06 November 20@p.//www.pelangi.or.id/othernews.php?nid=3456iakses tanggal 25
Juni 2008

2 Tempo Interaktif, 02 Januari 200&tp://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/01/02/brk,20080102
114616,id.htmdiakses tanggal 25 Juni 2008

%8 http://www.bluebirdgroup.com/news.htm] diakses tanggal 16 Juni 2008
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Kabupaten Bogor di tahun 2004. Dalam kerusuhan ini, tujuh orang tewas dan
Pengelola TPST Bojong, PT. Wira Guna Sejahtera, memperkirakan mengalami
kerugian materi sekitar Rp. 30 miliar. DPRD Kabupaten Bogor, yang sebelumnya
memberi peluang beroperasinya TPST, kemudian meminta Pemerintah
Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi pengoperasian TPST bahkan meminta
TPST itu ditutup. Sebaliknya, pihak Pemerintah DKI Jakarta mendesak
Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan jaminan pengoperasian TPST

tersebut®®,

Bidang pemerintahan lain yang memerlukan Informasi Geospasial adalah di
bidang perpajakan. Menyadari hal ini, Kementerian Keuangan mengusulkan
tambahan dana sebesar Rp 438 miilar untuk pembuatan peta digital wajib pajak
seluruh Indonesia pada RAPBN 2004. Peta ini nantinya akan dijadikan data dan
mengetahui keberadaan wajib pajak yang bandel tak membayar kewajibannya.
"Sistem digital ini kunci kepatuhan mebayar pajak meningkat,” menurut Direktur
Jenderal Pajak Hadi Purnomo saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan
Perbankan DPR, Kamis (26/6). Hadi optimis dengan perlengkapan peta digital ini
pemerintah bisa menggenjot penerimaan sektor pajak. Sejak dipakai peta digital
ini, kata Hadi, penerimaan pajak naik Rp 30 miliar. Menurut Hadi Purnomo peta

digital ini datanya memakai data Pajak Bumi dan Bangunan®°.

Pemerintah juga memerlukan Informasi Geospasial tentang berbagai hal
untuk penyusunan tata ruang yang optimal. Kemudian, informasi tata ruang yang
tersaji secara spasial harus diketahui oleh masyarakat. Tentang perlunya
penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk kepentingan penataan ruang,

dibahas lebih jauh pada poin ke-8.

Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang tingkat
kerawanan dari daerahnya terhadap berbagai bencana. Hal ini sangat penting
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga
berbagai upaya mitigasi dapat dilakukan untuk menekan tingkat resiko dari
bencana itu. Keterkaitan antara informasi spasial dengan kebencanaan yang

begitu erat akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain setelah ini.

29 Tempo Interaktif, 25 November 2004ttp://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/11/25/nrs,20041125
06,id.htm| diakses tanggal 25 Juni 2008
hitp://vww.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/06/26/brk,20030623,id.htmli26 Juni 2003, diakses 16 Juni 2008
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Kondisi sekarang menunjukkan bahwa peta-peta yang sangat dibutuhkan
masyarakat seperti contoh yang disebutkan di atas, masih banyak yang belum
tersedia. Kalaupun tersedia, peta-peta tersebut masih dalam skala yang belum
memadai atau informasinya sudah kedaluarsa karena berasal survei lebih dari 10

tahun yang lalu.

1.2.2.7 Penanggulangan Bencana

Untuk penanggulangan bencana alam yang sangat banyak dan beragam di
Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan aset-aset
nasional hasil pembangunan diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang
berkualitas. Hal ini diamanatkan pada UUD 45 Pembukaan alinea ke-4 dan telah
dituangkan pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

UUD Tahun 1945:
PEMBUKAAN
(Preambule)
é
(Alinea ke 4)

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bencana alam yang terjadi di dunia mengalami peningkatan dalam kurun
waktu 3 dasa warsa terakhir®*. Tren yang mirip juga terjadi di Indonesia. Semakin
sering terjadi dengan variasi bencana yang ada seperti tsunami, gunung meletus,
banjir dan tanah longsor. Kerugian dari segi jiwa dan harta benda semakin

meningkat. Proses mitigasi bencana untuk mengurangi dampak atau korban

%L CRED, 2003. Thiréears Of Natural Disasters 197@03:The Numbers
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bencana seharusnya dilakukan dengan menggunakan Informasi Geospasial.

Bencana gempa bumi dan tsunami pada 24 Desember 2004 di NAD dan
Sumatra Utara telah menewaskan 126.915 jiwa®*’. Korban yang begitu banyak
seharusnya bisa dikurangi apabila masyarakat mengenali kondisi alam
disekitarnya dengan adanya peta resiko bencana. Selain itu, peta jalur evakuasi
seharusnya juga sudah tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga mereka
dapat mengambil keputusan yang cepat dalam menyelematkan diri dan keluarga

mereka.

[CRED, 2003. Thirty Years of Natural Disasters 1974-2003:The Numbers]

Berikut adalah beberapa bencana yang seharusnya dapat dikurangi dampak

dan korbannya bila peta resiko bencana dan peta evakuasi:

1. Bencana alam gempa tektonik di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pada 27 Mei 2006 telah merobohkan 17.378 rumah dan kerugian
diperhitungkan mencapai Rp 2,5 triliun.*®

2. Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
(Jabodetabek) pada bulan Februari 2007 mencapai Rp 8 triliun*.

3. Wilayah rawan banjir rob mencakup 10 dari 16 kecamatan yang ada di Kota
Semarang. Sebanyak lebih dari 40.000 jiwa penduduk terancam banijir®>.

4. PT. Jasa Marga mengalami kerugian sekitar Rp. 500 juta per hari akibat

terendamnya jalan tol Sedyatmo°.

%2 [http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa bumi_Samudra Hindia 2004]

% http://www.indonesia.go.id/en/index.php/index.php?option=
com_content&task=view&id=6328&Itemid=821 dari Tempo Interaktif

% http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/02/12/brk,20070212-93047 ,id.html
%5 http://www.fwi.or.id/indexasli.php?link=news&id=1288

% http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=53123
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5. Bencana tanah longsor yang terjadi di Balikpapan pada bulan Agustus 2007
sebesar Rp 59,2 miliar®’.

Bencana lain adalah kebakaran hutan. Kerugian yang diakibatkan oleh
kebakaran hutan dapat mencapai total Rp. 91,38 milyar atau Rp. 7 juta per hektar
pada tahun 2003. Kerugian akibat asap kebakaran hutan adalah Rp 22.683 per
orang, penduduk tidak kerja Rp 27.082 per orang, gangguan transportasi Rp 1,32
juta per unit, hotel dan penginapan Rp 136.200 per unit serta menurunnya
produktivitas tanaman pangan Rp 73.528 hektar®. Informasi Geospasial yang
menyangkut suhu permukaan, arah angin, tekanan udara dan sebaran hotspot
seharusnya diintegrasi__dalam suatu sistem informasi kerawanan bencana

kebakaran. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini sebelum kebakaran terjadi.

Berdasarkan data dan fakta di atas maka mengenai kebencanaan

sehubungan dengan Informasi Geospasial bahwa:

1. ketika terjadi, jika mengikuti terminologi Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Informasi Geospasial tentang kebencanaan merupakan
informasi serta merta;

2. Informasi Geospasial kebencanaan sangat diperlukan untuk manajemen
kebencanaan;

3. Informasi Geospasial kebencanaan ini perlu diterbitkan oleh instansi

pemerintah pusat dan/atau daerah yang diberi tugas dalam masalah ini.

1.2.2.8 Penataan Ruang

Untuk melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan
diperlukan peta dan Informasi Geospasial yang berkualitas. Pengaturan umum
telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.

1.2.2.8.1 Penataan ruang yang berkekuatan hukum

Penataan ruang adalah salah satu contoh aplikasi Informasi Geospasial yang

nyata dalam pembangunan nasional maupun daerah. Penyelenggaraan penataan

37 http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=44931
38 http://www2.kompas.com/utama/news/0509/07/040200.htm
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ruang wilayah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,

terpadu. terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik,

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan

hidup. Penyusunan suatu rencana tata ruang yang baik memerlukan

data/informasi yang akurat baik itu yang bersifat spasial maupun non spasial,

demikian juga dalam implementasi dan pengendaliannya. Terlebih lagi masalah

perijinan dalam penggunaan ruang berdasarkan Undang-undang yang berlaku

mempunyai kekuatan hukum dan bila seseorang melanggar perijinan atau pejabat

menyalahi peraturan dalam pemberian ijin mereka dapat diberikan sanksi pidana,

administrative dan/atau denda. Berdasarkan hal tersebut Informasi Geospasial

menjadi sangat penting dan mempunyai kekuatan hukum. Di tingkat ini Informasi

Geospasial yang sangat akurat diperlukan. Belum lagi kalau dampak-dampak

akibat penataan ruang yang tidak baik, penyalahgunaan ijin maupun pemberian

ijin diperhitungkan, betapa banyaknya kerugian yang diakibatkan.

iRencana Tat a Ruang mer upakan bent
alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah.
Proses perencanaan tata ruang merupakan suatu system yang melibatkan
input, process dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti
kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran
penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada
maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan
input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik
kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang
Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan output

u k i nter

> | ur uh.

berupa Rencana Tata Ruang yang menyé

1.2.2.8.2 Keterpaduan penataan ruang dengan Informasi Geospasial yang handal

Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang sudah lama

menjadi isu antar daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

dalam meng-implementasikan substansi dari tata ruang tingkat nasional maupun

tingkat provinsi. Terlebih lagi dengan adanya Undang-undang yang mengatur

kepemerintahan daerah. Seringkali kawasan yang seharusnya mempu

nyai

peruntukan sama di tingkat provinsi maupun nasional, diimplementasikan lain di

tingkat kabupaten/kota yang bertetangga. Konsep keterpaduan dalam

39

O0Pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berke

dardak, MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/060227-itb.pdf.

Il anjutan
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penyelenggaraan penataan ruang ini akan menjadi lebih mudah apabila Informasi
Geospasial yang mempunyai referensi sama digunakan oleh dua atau lebih
daerah yang bertetanggaan. Sehingga pembangunan di daerah pun akan menjadi
selaras dengan kebijakan di tingkat nasional. Kualitas peta dan Informasi
Geospasial dalam hal ini sangat penting, baik itu secara geometris maupun
substansi. Sehingga keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat

dipantau.

1.2.2.8.3 Masalah dalam penataan ruang

A Di samping keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia berada
pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam
keselamatan bangsa.

A Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan anggaran Rp 66 miliar dari APBD
untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat
bencana. Diperkirakan kerusakan tersebut merupakan akibat dari penataan
ruang yang kurang baik.*°

A Kemacetan lalulintas di Kota Medan dinilai cukup serius serius. Bagaimana
sebenarnya arahan kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
(RTRWK) Medan yang ada. Kerugian akibat kemacetan ini diperkirakan
mencapai Rp. 1,3 Miliar per hari.**

A Konsistensi penataan ruang terhadap tata ruang di atasnya sering

menimbulkan permasalahan seperti bencana alam.

A Salah penataan ruang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, kesalahan
investasi, kesalahan merencanakan lahan perkebunan atau transmigrasi,
penambangan di dekat kawasan permukiman, kemacetan lalu lintas,

contohnya:

a. Kemacetan lalu lintas akibat penataan ruang di Depok menyebabkan

kerugian sebesar Rp 10 Milyar/tahun;

“° Dinas Bina Marga Prov Jawa Tengah http://www.binamarga-
jateng.go.id/berita/2006/februari/260206-01.htm, kutipan Suara Merdeka 26/2/2006.

*! Harian WASPADA, kolom OPINI halaman 4, Sabtu 13 November 2004

dan di Harian ANALISA, kolom OPINI halaman 18, Jumat 19 November 2004)

Oleh:Dr. Ir. Richard Napitupulu, MT. Ir. Filiyanti T.A. Bangun, Grad. Dipl. P.M., M.Eng.

42 Tempo InteraktiRabu, 02 Januari 2008tp://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2008/01/02/brk,20080102
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RTRWN RTRWP
Gambar Inkonsistensi RTRWN dan RTRWP untuk wilayah Provinsi Riau®.

b. Lahan pertanian di Jabar mencapai 900 ribu hektar. Setiap tahun, tidak
kurang dari 2.500 hektar lahan pertanian tersebut terkikis oleh
pembangunan fisik. Untuk lahan hutan di Jabar, mencapai 861 ribu
hektare. Tidak kurang dari 500 ribu hektar lahan hutan itu dalam kondisi
kritis. Kerusakan lahan pertanian dan hutan tersebut terjadi karena
penyalahgunaan infrastruktur di Jabar. Sehingga program Gerakan
Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) yang memakai dana tidak kurang dari
Rp 25 miliar dana dari APBD Jabar disalurkan®.

c. Kerugian akibat kemacetan di Indonesia mencapai Rp 70-80 triliun per
tahun. Angka itu diperoleh dari 60 kota/kabupaten besar yang ada di
Indonesia (Republika on Line, 20 Juni 2007).

d. Gali lubang tutup lubang (listrik, gas, telepon, airminum, kabel fiber-
optik, saluran pembuangan) merupakan contoh ketidakterpaduan dalam

penataan ruang®.
Mengingat data dan fakta yang telah disampaikan di atas, maka:

A Untuk mencapai keterpaduan dalam penataan ruang maka pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian Informasi Geospasial harus dibuat standardisasi

114616,id.html

“3 http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2007/09/konsistensi-penataan-ruang-dan.html
“4Dinas Kehutanan Prov Jaltp://www.dishut.jabarprov.go.id/
index.php?mod=detilBerita&idMenuKiri=334&idBerita=384

* hitp://privateeronboard.wordpress.com/2007/09/20/galbbangtutup-lobang/
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dan spesifikasinya.

A Informasi Geospasial harus digunakan dalam pengambilan keputusan, sebab
jika tidak akan cenderung tersusun rencana tata ruang yang tidak sesuai

dengan kondisi yang diinginkan.

A Dalam pengendalian kemacetan lalu lintas dan hal lain yang tidak sesuai
dengan Informasi Geospasial dalam penataan ruang maka peran serta

masyarakat diperlukan.

Gambarllustrasi figal i | obang tutup |l obangd yang seringkalid

antar instansi.

1.2.2.9 Mendorong Investasi Ekonomi

Untuk mendorong iklim investasi sehingga calon investor dapat optimal
memilih atau meletakkan obyek investasi yang sesuai dengan pertimbangan
lokasi, kedekatan dengan sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia
dan akses infrastruktur diperlukan peta dan Informasi Geospasial. Hal ini telah

diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Informasi Geospasial berupa peta yang menunjukkan potensi investasi telah
diakui misalnya oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ketika masih menjabat sebagai
Menko Perekonomian®. Informasi potensi investasi dapat dibuat dengan
memadukan berbagai informasi sumber daya alam, infrastruktur, kondisi sosial

ekonomi dan sebagainya.

Dalam bidang energi listrik misalnya, sangat diperlukan peta kebutuhan

8 Harus Ada Peta Potensi Invest&8uara Pembaruan 1 Juli 2002
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investasi listrik untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh PLN belum ada.
Informasi spasial ini diperlukan untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami
krisis listrik di Indonesia, dan bila PLN ternyata tidak mampu untuk membangun
pembangkit di daerah tersebut maka akan ditawarkan kepada investor*’. Untuk
calon investor yang berminat, informasi ini tentu memberikan kepastian akan

calon lokasi investasi mereka.

Indonesia sebagai negara pertambangan, Indonesia merupakan negara yang
tentu menarik para investor di bidang pertambangan. Indonesia memiliki produksi
timah terbesar ke dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima,
emas terbesar ke tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia.
Menurut survei tahunan dari Price Waterhouse Coopers (PWC), ekspor produk
pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor di tahun 2002, sementara
sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US$
920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat
pemerintahan. Tetapi masih menurut estimasi dari PWC, eksplorasi di Indonesia
telah mengalami penurunan dari US$ 160 juta di tahun 1996 menjadi hanya
US$18,9 juta di tahun 2002. Sementara itu, jumlah investasi keseluruhan dalam
sektor pertambangan turun dari sekitar US$ 2 billion di tahun 1997 menjadi di
bawah US$ 500 juta pada tahun 2001 dan 20028,

Untuk menarik lagi minat investor, diperlukan peta potensi sumber daya kita
yang menunjukkan dengan persis lokasi-lokasinya. Dalam hal ini menurut Ketua
Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia, Indonesia hingga kini masih relatif
sama dengan Argentina, Peru, Mexico dan Chile; negara-negara yang relatif
belum mempunyai peta sumber daya geologi yang jelas baik di atas maupun di

bawah permukaan bumi®.

Informasi Geospasial juga akan membantu investasi dalam bidang
telekomunikasi. Misalnya untuk membantu mencari lokasi yang optimal untuk

pembangunan BTS (Base Tranceiver Stasiun). Investasi biaya pembangunan 1

47 http:/Awww.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/07/08/brk,20030708.5,id.htm|8 Juli 2003, diakses 16 Juni 2008
48 http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-
1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/mining.pdf diakses tanggal 16
Juni 2008

49 http://www.ima-api.com/news.php?pid=731&act=detalil
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BTS adalah sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 milyar°®*!, Bahkan untuk lokasi-
lokasi yang sulit aksesnya seperti di Sulawesi, Maluku dan Papua, biaya
pembangunan 1 BTS dapat mencapai Rp 5 milyar®®. Investasi sebesar ini tentu
memerlukan informasi yang meyakinkan bahwa lokasi yang dipilih adalah betul-

betul lokasi yang tepat.

Di samping sebagai bahan masukan untuk sebuah keputusan dan investasi,
informasi spasial juga diyakini akan membantu menaikkan revenue perusahaan di
berbagai bidang. Karena itu, investasi di bidang Informasi Geospasial misalnya
untuk pengadaan dan pengolahan data geospasial sudah mulai dilakukan oleh

berbagai perusahaan swasta.

Di bidang perkebunan, beberapa perusahaan perkebunan nasional sudah
berani mengeluarkan investasi untuk pengadaan dan pengelolaan Informasi
Geospasial untuk menunjang operasional perusahaannya. Grup Sinar Mas
misalnya, melakukan kontrak dengan Intermap (perusahaan Canada) sebesar 2.6
juta US $ untuk memetakan areal perkebunannya di tahun 2006 dengan

menggunakan teknologi pemetaan radar>?.

Perusahaan perkebunan di bawah Grup Rajawali, juga melakukan investasi
senilai kurang lebih Rp 1 milyar untuk mengadakan data dan membangun sebuah
sistem Informasi Geospasial untuk menunjang aktifitasnya®*. Perusahaan Coca
Cola juga melakukan investasi dalam bidang Informasi Geospasial untuk
mengoptimasi aktivitas distribusi ke berbagai agen. Coca Cola menginvestasikan
sekitar Rp 5 miliar dalam waktu dua sampai tiga tahun dengan biaya terbesar
untuk pembelian software berlisensi. Tetapi perusahaan tersebut kemudian
mampu melakukan penghematan ongkos distribusi antara Rp 3-4 miliar setiap

tahunnya™°.

Bahkan dalam pengembangan bisnis retail, penentuan lokasi diyakini
merupakan kunci kesuksesan. Dauglas J. Tigert & Lawarnce J. Ring dalam

50 http://www.handphone.co.id/snapshot/detail.php?no=102, diakses 16 juni 2008

*! http://www.republika.co.id/korandetail.asp?id=329404&kat_id=&kat id1=&kat id2=, 7 April 2008,
diakses 16 juni 2008

°2 http://www.kapanlagi.com/h/0000171128.html 10 Mei 2007, diakses tanggal 16 juni 2008

>3 Laporan Pelaksanaan IGTE 2006

>* Talkshow, Launching IGTE 2007

% Henny Liliwati dan Budiman, Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa Yang Bijak, 2007
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bukunya Strategic Planing & Management in Retailing (1994), mengemukakan
ada 5 hal yang harus betul-betul diperhatikan agar bisnis ritel sukses, yang
kemudian dikenal sebagai konsep Retail mix (bauran ritel). Nomor 1 dari 5 hal ini
adalah Place atau lokasi. Lokasi memiliki peran yang sangat penting. Bahkan
dalam bisnis ritel dikenal adagium yang menyatakan bahwa tiga kunci sukses

bisnis ritel, yaitu pertama lokasi, kedua lokasi dan ketiga lokasi°®.

Dalam beberapa hal informasi lokasi ini sangat terbantu dengan sebuah
sistem Informasi Geospasial yang dapat menamilkan peta wilayah secara
elektronik dengan berbagai atribut informasi pendukung seperti data
kependudukan, daya beli, tingkat persaingan dan lain sebagainya. Misalnya, atas

permintaan Bank Niaga tahun 2003 Surindo telah melakukan riset seperti ini®’.

Potensi pasar di bidang geospasial di Indonesia memang belum dapat
dihitung dengan pasti. Tetapi dari hal yang disampaikan di atas, terlihat potensi
investasi yang mulai berkembang yang pada akhirnya akan berkontribusi positif

pada perekonomian nasional.

1.2.2.10 Perubahan Iklim Global (Global Climate Change)

Para pakar ilmu lingkungan menyampaikan pendapatnya bahwa penyiapan
informasi sumber daya alam menjadi program prioritas utama di setiap negara,
setelah diadakan konferensi lingkungan hidup sedunia di Rio de Janeiro.
Pendapat ini didasarkan pada kenyataan semakin bertambah rusak serta
berkurang sebaran daerah agihan dari sumber daya alam dari waktu ke waktu,
sehingga terjadi pemanasan global. Pendataan dan penyusunan informasi sumber
daya alam dimaksudkan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di suatu
negara tidak mengalami percepatan kerusakan (degradasi) karena tidak
direncanakan secara cermat dalam pengelolaannya®®. Khusus untuk negara-
negara yang perekonomian nasionalnya bertumpu dari sektor sumber daya alam

seperti minyak bumi, batubara serta hasil-hasil tambang lainnya seperti Indonesia,

% Dauglas J. Tigert & Lawarnce J. Ring dalam bukunya Strategic Planing & Management in
Retailing (1994)

Peranan Riset Pasar dalam Bisnis Ritel, http://
www.majalahfranchise.com/home.php?link=archives&edisi=29&&a_id=271&name_cat=Opini

Bradbury, Roger. 1998. Sustainable development as a Subversive Issue. International Journal Nature Resources, Vol
34, No 4, 1998, The UNESCO quarterly journal on The Environmental and Natural Resources Research.
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perlu lebih berhati-hati terhadap dampak kerusakan lingkungan yang dapat
muncul akibat adanya ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tindakan ini

dapat merugikan negara®®.

Informasi Geospasial kedudukannya sangat penting dalam menghadapi isu
perubahan iklim global ini. Hal ini membutuhkan informasi yang menyeluruh,
terintegrasi dan mengandung banyak jenis informasi, baik itu fisik, biotik maupun
sosial ekonomi. Dalam menghadapi perubahan iklim global ini, Informasi
Geospasial berperan tidak hanya dalam identifikasi perubahan, tetapi juga
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam beradaptasi dengan
perubahan ini.

1.2.2.11 Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan

Semakin berkembangnya teknologi komputer, berdampak pada berbagai
bidang. Termasuk di bidang pajak bumi dan bangunan.penetapan pajak bumi dan
bangunan yang dilakukan secara manual berangsur-angsur berkembang dengan
menggunakan komputer. Perhitungan tidak dilakukan secara manual namun
sudah dibantu dengan peralatan yang canggih. Hasil kegiatan tersebut semakin
cepat dan akurat. Seiring dengan hal tersebut, teknologi pemetaan juga
berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu integrasi antara data wajib pajak dan

data pemetaan sangatlah penting untuk dilakukan.

Mekanisme Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -
Sifat basis data PBB sangat penting dan berhubungan dengan besarnya
penerimaan negara. Untuk memperoleh kebenaran basis data yang berhubungan
kebenaran nilai PBB, maka Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia
menetapkan beberapa tahap dalam pengumpulan data objek dan subjek PBB

tersebut, yaitu : pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak®.

1.2.2.12 Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Kemiskinan dan ketahanan pangan sangat erat kaitannya satu sama lain.

59
Dury G.H., 1981. An Introduction to Environmental Systems. Heinemann Educational bookLtd, London.

60 . . . . .
Agus Muliantara, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan limu Komputer Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan
Alam Universitas Udayana
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Berikut adalah cuplikan kondisi ketahanan pangan Indonesia dalam kaitannya
dengan kesejahteraan rakyat®®. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang
terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem
ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi
kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan
keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang
efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga
yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar
pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman,
kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya. Situasi ketahanan pangan di
negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk
rawan pangan (tingkat konsumsi<90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan
sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup
besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b)
anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa
untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003). Menurut Bustanul Arifin (2005)
ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk
mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat
Penjelasan PP 68/2002 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional
harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman
antar daerah.

Permasalahan yang menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan
menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan dan kemiskinan adalah
konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Menurut Tambunan (2003)
dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan
petani kita berproduksi secara optimum. Konversi lahan pertanian ke nonpertanian
di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per
tahun, yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta

orang.

Lahan Pertanian di Beberapa Negara Asia.

ot http://sosbud.kompasiana.com/2010/01/09/tantangan-menuju-ketahanan-pangan/
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Negara Lahan Pertanian (ha per kapita)
1979-81 1996-1998
1. Bangladesh 0,10 0,06
2. China 0,10 0,10
3. India 0,24 0,17
4. Indonesia 0,12 0,09
5. Jepang 0,04 0,04
6. Korea Selatan 0,05 0,04
7. Malaysia 0,07 0,08
8. Pakistan 0,24 0,17
9. Filipina 0,11 0,08
10. Sri Lanka 0,06 0,05
11. Thailand 0,35 0,28
12. Vietnam 0,11 0,07

Sumber : World Bank database dalam Tambunan (2003).

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Gambaran latar belakang permasalahan di atas menunjukkan bahwa
penyelenggaraan Informasi Geospasial sangat diperlukan sebagai bagian penting
dari jawaban permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk itu tujuan dari kegiatan
ini adalah pengajuan sebuah Rancangan Undang-Undang tentang Informasi
Geospasial yang diharapkan dapat memberikan jawaban menyeluruh terhadap
permasalahan tata Informasi Geospasial di Indonesia. Naskah ini dibuat dengan
harapan dapat membantu proses pembahasan Rancangan Undang-undang
tersebut dan selanjutnya dapat dijadikan landasan hukum penyelenggaraan dan
pembinaan tata Informasi Geospasial secara nasional yang tertib, terpadu, terarah
dan aman yang diselenggarakan secara terus menerus dalam menunjang

kelancaran jalannya pembangunan nasional di segala bidang kehidupan.

1.4 METODE PENELITIAN

Naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi
Geospasial ini disusun dengan menggunakan berbagai metodologi sebagai
berikut:

e Pengalaman praktis di lapangan tentang pelaksanaan aktifitas survei dan
pemetaan yang dimiliki oleh BAKOSURTANAL sejak didirikannya pada tahun
1969.

e Rapat kerja dan diskusi dengan berbagai stakeholders dunia geospasial
nasional yang meliputi perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat
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Studi literatur naskah Undang-Undang dan Peraturan sejenis di berbagai
negara seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat, dan Malaysia.
Studi berbagai naskah Undang-Undang dan Peraturan yang sudah dikeluarkan
terlebih dahulu yang terkait dengan Informasi Geospasial seperti:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial
Nasional
Penjaringan masukan melalui internet yaitu melalui milis-milis komunitas
geospasial.
Pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, yaitu:
- Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Badan Pertanahan Nasional
- Badan Pusat Statistik
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- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
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BAB I
ASAS-ASAS

Permasalahan yang dipaparkan dalam BAB | menunjukkan perlunya
penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penyelenggaraan ini harus berlandaskan

pada beberapa asas di bawah ini sehingga dapat berlangsung secara efektif.

2.1 ASAS KEPASTIAN HUKUM

Penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan berlandaskan hukum atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak para
pemangku kepentingan. Diperlukan kejelasan tugas dan kewenangan instansi
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Dengan demikian ada kejelasan siapa bertanggung jawab pada data dan
Informasi Geospasial apa. Hal ini akan menjamin ketersediaan berbagai jenis
Informasi Geospasial secara lengkap dalam mendukung pembangunan
perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
di Negara Republik Indonesia.

Kepastian hukum juga diperlukan oleh segenap warga negara untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial, baik
sebagai perorangan maupun sebagai badan usaha. Undang-Undang ini harus
menjamin keikutsertaan mereka dalam bentuk pengaturan yang jelas pada proses
administrasi, sertifikasi dan kualifikasi kompetensi. Pada beberapa Informasi
Geospasial, seperti batas wilayah administrasi atau batas kawasan pengelolaan
hutan dan pertambangan, ada kebutuhan kepastian hukum. Undang-Undang ini
karenanya mesti memberikan landasan bagi penyelesaikan permasalahan hukum

terkait Informasi Geospasial.

2.2 ASAS KETERPADUAN

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial

sekarang ini adalah ketidakterpaduan Informasi Geospasial yang tersebar di

41



berbagai tempat. Informasi Geospasial sudah banyak tersedia dan dikembangkan
oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Informasi
tersebut dibuat dan dikelola untuk keperluan masing-masing pihak tersebut.
Selama memang penggunaannya dibatasi untuk kepentingan internal, tentu hal ini
tidak menjadi masalah. Masalah mulai timbul apabila informasi tersebut digunakan
dengan mengkombinasikannya dengan data yang dibuat institusi lain. Contoh
permasalahan ini misalnya Informasi Geospasial Tematik kehutanan yang
dihasilkan Kementerian atau dinas terkait, harus dipadukan dengan Informasi
Geospasial pekerjaan umum, pertanahan, dan lingkungan hidup yang dikeluarkan
masing-masing intansi terkait dan juga data lainnya. Keseluruhan informasi
tersebut harus dapat diintegrasikan satu sama lain. Integrasi data hanya mungkin
apabila data tersebut memenuhi standar tertentu yang disepakati semua pihak

dan dapat dipertukarkan satu sama lain.

Saat ini pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan yang merupakan inti dari
penyelenggaraan Informasi Geospasial belum terintegrasi, sehingga sering terjadi
tumpang tindih dalam berbagai kegiatannya. Dampak langsung dari hal ini adalah
borosnya anggaran pemerintah untuk kegiatan yang terkait penyelenggaraan
Informasi Geospasial, mengingat sebagian besar kegiatan pemetaan adalah

diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Asas keterpaduan karena itu harus menjiwai sebuah undang-undang tentang
Informasi Geospasial. Hal-hal terkait standardisasi harus merupakan hal penting
yang diatur. Undang-undang ini juga harus menjamin asas effisiensi
penyelenggaraan Informasi Geospasial. Harus ada lembaga pusat maupun
daerah yang berwenang mensinkronkan anggaran kegiatan yang terkait Informasi

Geospasial.

2.3 ASAS KETERBUKAAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan Informasi Geospasial yang dapat
mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Karenanya secara
umum Informasi Geospasial bersifat terbuka. Asas keterbukaan berarti bahwa
Informasi Geospasial diselenggarakan untuk dapat dipergunakan oleh banyak
pihak dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mendapatkannya.
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Untuk itu Undang-Undang ini harus mengatur dengan jelas sifat terbuka
pada Informasi Geospasial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan
pemerintah daerah. Aturan tentang penyebarluasan informasi gespasial harus
diakomodasi berdasarkan asas ini. Berbagai usaha pemerintah untuk mendorong
penyebarluasan Informasi Geospasial mesti diatur dengan sungguh-sungguh.
Diantara kegiatan penting dalam kaitan ini adalah pembangunan infrastruktur
Informasi Geospasial yang cakupannya nasional dan dibangun pada tingkat pusat

dan tingkat daerah.

2.4 ASAS KEMUTAKHIRAN

Informasi Geospasial yang disajikan dan atau tersedia, harus dapat
menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang
terbaru. Oleh karena itu, penyelenggaraan Informasi Geospasial harus senantiasa

diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtut waktu.

Asas kemutakhiran menjadi penting dalam penyelenggaraan Informasi
Geospasial, karena setiap informasi memiliki masa validitasnya. Informasi yang
tidak up-to-date akan berkurang manfaatnya atau bahkan tidak bermanfaat sama
sekali. Dalam beberapa kasus, Informasi Geospasial yang out-of-date bahkan
dapat mengakibatkan bahaya bagi penggunanya. Karenanya Undang-Undang ini
harus menjamin adanya pemutakhiran Informasi Geospasial sesuai dengan sifat

dan jenis informasinya.

2.5 ASAS KEAKURATAN

Asas keakuratan akan mendorong seluruh penyelenggara Informasi
Geospasial bekerja sungguh-sungguh dan teliti dalam menghasilkan informasi
yang cermat, tepat, dan benar. Asas ini menjadi landasan perlunya sumber daya
manusia yang berkualitas, penerapan teknologi yang tepat, dan proses kerja yang

tertata rapi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial.
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BAB Il
MATERI MUATAN

3.1 PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang tentang Informasi Geospasial harus dapat
mengakomodasi pengaturan survei dan pemetaan, Informasi Geospasial dan
pengelolaan informasi tersebut dalam suatu sistem informasi spasial yang telah
berkembang. Pembinaan yang telah berjalan harus lebih terkoordinasi dan
terpadu untuk menentukan sasaran, optimasi kemampuan, ketepatan dan
kecepatan administrasi kegiatan pengelolaan Informasi Geospasial. Dengan
demikian produk Informasi Geospasial atau produk survei dan pemetaan yang
dihasilkan dapat lebih didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem
informasi spasial dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional di segala
bidang guna meningkatkan kesejahteraan bangsa dan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

Pengaturan  Undang-Undang ini  mengikuti  keseluruhan  proses
penyelenggaraan Informasi Geospasial, yaitu pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan Informasi Geospasial dari segala aspek yang
dilakukan pemerintah pada seluruh tingkatan dan juga yang dilakukan pihak

swasta dan masyarakat luas.

Pengaturan Undang-Undang ini harus dapat menjawab empat
permasalahan utama tersebut yang disampaikan pada BAB |. Sasaran utama
RUU ini pada prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan,

yaitu:

1. menjamin ketersediaan Informasi Geospasial yang lengkap, mutakhir, dan
standar untuk seluruh wilayah Indonesia,

2. menjamin kemudahan akses Informasi Geospasial, dan

3. memberikan peningkatan kesadaran akan pentingnya Informasi Geospasial

sehingga adanya keputusan yang cepat dan tepat.

Undang-Undang ini mengisyaratkan bahwa Informasi Geospasial merupakan
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aset nasional yang penting, karena informasi ini menjadi bagian penting dari
sistem informasi nasional, yang akan menjadi pemerintahan berlangsung berbasis
informasi dan pengetahuan yang handal (knowlegde based or smart governance).
Penyelenggaraan Informasi Geospasial akan mendukung penataan ruang, proses
inventarisasi dan pemanfaatan kekayaan alam, dan juga mengurangi resiko
bencana alam bagi masyarakat. Penyelenggaraan ini juga membantu proses
pelayanan publik yang baik dan mendorong kemajuan perekonomian. Tujuan
akhir dari penyelenggaraan Informasi Geospasial ini adalah menegakkan keadilan

dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.2 JENIS INFORMASI GEOSPASIAL

Dalam dunia pemetaan yang merupakan dasar kegiatan pengadaan
Informasi Geospasial, dikenal 2 (dua) jenis peta. Dalam RUU ini dibedakan 2 jenis

Informasi Geospasial, yaitu Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial

Tematik.
Informasi
Geospasial (1G) |
| _ .. |
1G Dasar 1G Tematik
L |

l I I — — — — — —‘ ——————————— I

L K.O ai Peta Induk : peta Peta. Peta. I
Geodesi (H, V, ‘ (RBI, LPI, LN} | Tematik # Tematik ‘ Tematik |
GB, Pasut) 1 Dasar Analisis Sintesis |

Skema jenis Informasi Geospasial.

3.2.1 Informasi Geospasial Dasar

Informasi Geospasial Dasar merupakan Informasi Geospasial yang

pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi
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pemerintah, badan usaha maupun perorangan, yang memiliki ciri-ciri
pemanfaatannya relatif untuk jangka waktu yang panjang dan memiliki informasi
posisi atau lokasi suatu obyek yang dapat dilihat langsung atau diukur, dicatat

dan/atau dicitra dari kenampakan fisik di muka bumi.

Informasi Geospasial Dasar memiliki kriteria unik atau tunggal, terbuka,
diselenggarakan oleh negara melalui otoritas tertentu, dan menjadi dasar atau
referensi bagi pembuatan Informasi Geospasial Tematik. Informasi Geospasial
Dasar berbentuk titik, garis dan poligon dan nama-nama rupabumi (toponim).
Adapun asal usul Informasi Geospasial Dasar berupa unsur alam (garis pantai,
kontur, hipsografi), buatan manusia (bangunan fasilitas umum) dan tak berujud

(batas wilayah administrasi, nama-nama rupabumi).

Informasi Geospasial Dasar juga meliputi informasi yang menjadi kerangka
pembuatan Informasi Geospasial Dasar yaitu kerangka jaring titik kontrol yang
koordinatnya di atas permukaan bumi diketahui dengan ketelitian tertentu.

3.2.1.1 Kandungan Informasi Geospasial Dasar
Informasi Geospasial Dasar meliputi:

A. Jaring kontrol geodesi

1) Jaring kontrol geodesi horizontal

Jaring kontrol geodesi horizontal merupakan Jaring Kontrol Horizontal
Nasional yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi
bagi Informasi Geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal diwujudkan di atas
permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik. Posisi titik kontrol tersebut mengacu

pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional.

2) Jaring kontrol geodesi vertikal

Jaring kontrol geodesi vertikal merupakan Jaring Kontrol Vertikal Nasional
yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi Informasi
Geospasial. Jaring Kontrol Vertikal Nasional berupa titik-titik kontrol geodesi
vertikal yang mengacu pada satu sistem referensi tinggi yang berlaku secara

nasional.

3) Jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut
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Jaring kontrol gaya berat merupakan jaring kontrol gaya berat nasional yang
digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi
tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu

sistem referensi gaya berat yang berlaku secara nasional.

Data pasang surut laut yang diperoleh dari pengamatan naik turunnya muka
laut di stasiun-stasiun pasang surut diperlukan pada penentuan bidang referensi
vertical. Lokasi stasiun-stasiun pasang surut laut tersebut tersebar di seluruh

wilayah Indonesia dengan kerapatan tertentu.
B. Peta Induk

Peta induk adalah peta yang digunakan sebagai dasar geometris untuk

pembuatan peta tematik, yang meliputi:

1) Peta Rupabumi Indonesia (RBI)

Peta rupabumi merupakan peta garis yang meliputi unsur garis pantai, garis
kontur, perairan, nama rupabumi, batas administratif, perhubungan, bangunan

fasilitas umum, dan/atau penutup lahan.
Penjelasan dari setiap unsur peta rupabumi tersebut adalah sebagai-berikut:

A Unsur garis pantai merupakan garis pertemuan antara daratan dengan
lautan yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Unsur garis pantai
meliputi jenis, meliputi garis pantai surut terendah, garis pantai pasang
tertinggi; dan garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata. Pada setiap
unsur garis pantai harus dinyatakan jenis garis pantai yang digambarkan.
Dalam hal jenis garis pantai tidak dinyatakan maka garis pantai yang

digambarkan merupakan garis pantai tinggi permukaan air laut rata-rata.

A Unsur garis kontur merupakan garis khayal untuk menggambarkan
semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi
atau kedalaman yang sama di dasar laut. Unsur Garis kontur
digambarkan dengan selang ketinggian tertentu sesuai skala yang
digunakan dengan tetap memperhatikan tingkat ketelitian sumber data.
Pada permukaan bumi yang relatif datar, penggambaran informasi garis

kontur dapat menggunakan garis kontur bantu dan/atau titik-titik tinggi.

A Unsur perairan merupakan garis yang menunjukkan pertemuan daratan
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dengan permukaan tubuh air seperti sungai dan danau .

Nama rupabumi merupakan nama yang diberikan pada unsur rupabumi
yang meliputi unsur alam dan unsur buatan manusia. Yang dimaksud
dengan fAnama rupabumi o6 adal ah misal nya
nama gunung, nama desa dan nama bendungan. Nama-nama unsur
rupabumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah Informasi
Geospasial. Penamaan sebuah unsur haruslah mengikuti pedoman yang
berlaku, sehingga tidak terjadi kerancuan. Toponim merupakan hal yang
sangat penting dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena merupakan suatu cara menjaga eksistensi kedaulatan
negara. Penyajian toponim pada Informasi Geospasial diatur lebih lanjut
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian

nama geografis.

Batas wilayah administratif meliputi batas wilayah antar kelurahan/desa,
antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, dan antar negara
dengan ketentuan wilayah administratif digambarkan secara setara dan
masih dapat terlihat dalam skala dan/atau akurasi Informasi Geospasial.
Informasi mengenai batas wilayah baik itu batas negara, batas provinsi
maupun batas kabupaten/kota merupakan hal yang sangat sensitif dan
perlu penegasan dan kepastian hukum. Untuk itu dalam penyajiannya
pernyataan mengenai status dan keabsahan hukum dari batas batas
wilayah harus ditampilkan untuk menghindari konflik. Informasi batas
wilayah administratif digambarkan berdasarkan dokumen penetapan
penentuan batas secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang
berwenang. Dalam hal terdapat batas wilayah administratif belum
ditetapkan, batas wilayah digambarkan dengan menggunakan simbol
khusus disertai catatan mengenai status batas. Batas wilayah
administratif di daratan ditandai dengan tanda fisik yang koordinatnya
ditentukan dengan pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem
referensi koordinat tertentu. Batas wilayah administratif di lautan ditarik
berdasarkan titik-titik pangkal yang ditandai dengan tanda fisik yang
koordinatnya ditentukan dengan pengukuran geodetik serta dinyatakan

dalam sistem referensi koordinat tertentu. Informasi batas wilayah
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administratif selain digambarkan berdasarkan dokumen juga harus
didasarkan pada koordinat tanda fisik yang ditentukan dengan
pengukuran geodetik serta dinyatakan dalam sistem referensi koordinat

tertentu.

Unsur perhubungan merupakan garis yang menggambarkan prasarana di
darat untuk perpindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain seperti jalan, jalan kereta api, terminal, dermaga dan
landasan pacu pesawat terbang. Juga termasuk di dalam prasarana ini

adalah jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi.

Bangunan dan fasilitas umum merupakan titik dan/atau garis yang
menggambarkan seluruh obyek buatan manusia dan berbagai fasilitas
umum yang berujud bangunan seperti kantor pemerintahan, sekolah,

rumah ibadah, dan pemakaman.

Penutup lahan merupakan garis yang menggambarkan informasi tentang
objek muka bumi yang meliputi area bervegetasi di atas permukaan bumi,
yaitu batas antara area bervegetasi tumbuhan dengan area tidak
bervegetasi, atau area bervegetasi tertentu dengan area bervegetasi
tertentu lainnya. Contoh batas antara area bervegetasi hutan dengan
area bervegetasi persawahan, atau area bervegetasi persawahan dengan

perhubungan.

2) Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)

Peta Dasar LPI adalah peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan

pesisir dan laut dengan informasi batimetri dan obyek-obyek penting terkait

dengan navigasi laut, perikanan dan kelautan. Dalam sebuah Peta Dasar LPI

perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2. Peta

Dasar LPI ini menggunakan skala 1:50.000.

3) Peta Dasar Lingkungan Laut Nasional (LLN)

Peta Dasar LLN adalah peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri

dan obyek-obyek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan dan kelautan.

Dalam sebuah Peta Dasar LLN perbandingan cakupan luas daratan dan lautan

adalah kurang lebih 1:2. Peta Dasar LLN ini menggunakan skala 1:500.000.
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3.2.1.2 Cakupan dan Skala Informasi Geospasial Dasar

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar harus dilakukan secara
bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sehingga tidak ada wilayah yang terlewatkan. Penentuan wilayah mana
yang akan dibuat Informasi Geospasial Dasarnya terlebih dahulu harus tetap
memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan.

Informasi Geospasial Dasar juga harus diselenggarakan pada berbagai skala
yang dibutuhkan dalam tugas-tugas pemerintahan. Untuk mengatasi berbagai
permasalahan wilayah dibutuhkan tingkat kedetilan informasi dipresentasikan
dalam skala yang berbeda. Untuk overview pembangunan di tingkat nasional
(misalnya untuk sidang kabinet), diperlukan Informasi Geospasial pada suatu
skala yang dapat melihat seluruh Indonesia dalam sekali pandang. Ini dapat
disediakan pada skala 1:2.500.000, berupa peta dinding ukuran sekitar 1 x 2
meter. Untuk overview pembangunan di tingkat provinsi, diperlukan skala
1:1.000.000 hingga 1:50.000, tergantung luas dan bentang provinsi yang
bersangkutan. Yang penting seluruh provinsi dapat dipajang di dinding dilihat
dalam sekali pandang. Demikian untuk kabupaten dan kota, yang akan memakai
skala dari 1:100.000 hingga 1:10.000.

Sedang untuk perencanaan dalam level operasional, diperlukan skala yang
lebih detil dan homogen. Skala itu berkisar dari 1:25.000 hingga 1:1.000,
tergantung obyek yang ingin direncanakan serta tingkat akurasi batas yang
dianggap sensitif. Pada skala 1:25.000, 1 mm di atas peta adalah 25 meter di
lapangan, sedang pada skala 1:1000, 1 mm di atas peta adalah 1 meter di
lapangan. Oleh karena itu jika perencanaan terkait dengan kepemilikan tanah
(persil) biasanya digambarkan pada skala 1:1000, sementara untuk perencanaan
zona pembangunan kota secara garis besar, peta skala 1:25.000 boleh jadi cukup

memadai.

Skala peta ini dari sisi pengguna ditentukan oleh jenis kebutuhan. Sedang
dari sisi pembuat peta ditentukan dari tingkat akurasi sumber data yang dimiliki.
Sebuah citra satelit dengan resolusi tinggi (misalnya Quickbird dengan resolusi 60
cm), dapat digunakan untuk membuat peta dengan skala yang lebih besar
(misalnya 1:10.000), dibanding peta dengan citra resolusi menengah (misalnya
Landsat dengan resolusi 30 meter) yang mungkin hanya dapat untuk membuat
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peta skala 1:100.000.

3.2.1.3 Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar

Informasi Geospasial Dasar harus dimutakhirkan secara periodik. Periodisasi
pemutakhiran memang tidak dapat ditentukan secara baku karena relatif
berbedanya kecepatan perubahan kondisi alam untuk masing-masing jenis dan
wilayah. Di samping itu faktor luasnya wilayah Indonesia dan terbatasnya sumber
daya yang dimiliki juga menjadi faktor untuk menentukan periode pemutakhiran

Informasi Geospasial Dasar ini.

Di samping pemutakhiran secara periodik, dalam kondisi tertentu informasi
ini dapat juga berubah seperti dalam kasus bencana alam, peperangan yang
merusak infrastruktur dan lain-lain. Dalam hal terjadi bencana alam, perang,
pemekaran atau perubahan wilayah administrasi atau kejadian lainnya yang
berakibat berubahnya unsur Informasi Geospasial dasar, sehingga mempengaruhi
pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran Informasi Geospasial

Dasar harus dilakukan tanpa menunggu kegiatan pemutakhiran secara periodik.

3.2.1.4 Spesifikasi Informasi Geospasial Dasar

Spesifikasi Informasi Geospasial dibuat untuk menjamin keseragaman
kualitas produk, sehingga antara Informasi Geospasial dari satu instansi dapat
digunakan bersama dengan Informasi Geospasial dari instansi yang lain.
Spesifikasi ini antara lain menyangkut sistem referensi koordinat tertentu. Pada
masa lalu, peta-peta pertambangan sama sekali tidak dapat ditumpangsusunkan
dengan peta-peta kehutanan atau peta-peta perkebunan, karena sistem referensi
koordinatnya sama sekali berbeda. Ini membuat konflik antara kepentingan

pertambangan atau kehutanan sering terjadi.

Kalau ada suatu spesifikasi yang dapat diterima dan disepakati oleh para
pihak pemangku kepentingan, maka spesifikasi itu dapat menjadi standar
nasional. Di Indonesia standar ini diadministrasikan oleh Badan Standardisasi
Nasional. Namun proses pembuatan standar selalu dilakukan dari bawah.
Biasanya akan dibentuk Panitia Teknis yang beranggotakan para pemangku
kepentingan dan mereka melakukan serangkaian rapat konsensus untuk

menyepakati atas suatu rancangan tentang suatu spesifikasi dapat menjadi
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Standar Nasional Indonesia (SNI).

Namun jauh sebelum dibuat RSNI, tetap harus ada suatu spesifikasi. Untuk
Informasi Geospasial, pihak yang paling netral dan harus menyiapkan data dasar
untuk semua sektor adalah Badan. Karena itu Badan harus memiliki menyiapkan
spesifikasi untuk Informasi Geospasial dasar. Dalam spesifikasi ini diatur berbagai
hal yang akan mengikat sehingga di atas Informasi Geospasial dasar dapat
ditumpangsusun dengan mudah seluruh Informasi Geospasial Tematik. Untuk itu
spesifikasi ini selain mengatur aspek geometrik, jenis data beserta pengertian
(mi salnya apa itu fApantai o, Ahutano,
Kumpul an vegetasi di sebut Aisemak bel
standarnya. Format standar diperlukan ketika ada pertukaran data, baik antar
sistem software atau sistem komputer yang berbeda, atau antar instansi yang
berbeda.

3.2.2 Informasi Geospasial Tematik

Peta Tematik adalah peta yang mempelihatkan data secara kualitatif dan
atau kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik. Unsur-unsur tersebut ada
hubungannya dengan detail-detail topografi (T. Lukman Aziz dan Ridwan
Rachman, 1977). Tema tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk yang
berhubungan dengan unsur asli dari muka bumi atau unsur-unsur buatan
manusia. Peta tematik kadang-kadang juga memperlihatkan situasi atau keadaan
sebenarnya. Dalam pengertian lain Thematic maps concentrate on the spatial
variations of single phenomenon on the relationship between phenomena. In the
thematic maps the communication objective is to portray the structure of a
distribution, that is., the character of the whole as consisting of the interaction of
the parts (Robinson, A; Randall Sale; Joel Morrison, 1978).

Jenis Informasi Geospasial Tematik terdiri dari peta tematik dasar, peta

tematik analisis, dan peta tematik sintesis.

1. Peta Tematik Dasar adalah peta yang berisi satu tema tertentu yang

menyajikan informasi dasar muka bumi, baik fisik maupun hasil budidaya
manusia, serta merupakan fenomena muka bumi tunggal. Data untuk

penyusunan peta tematik dasar dapat diperoleh dari hasil survai lapangan,
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interpretasi citra penginderaan jauh, dan data statistik. Peta tematik dasar
bersifat terbuka dan dibuat oleh Instansi Pemerintah yang mempunyai otoritas

pada tema tersebut.
Contoh:

Peta Lereng, Peta Geologi, Peta Hidrologi, Peta Penutup Lahan, Peta Tanah,
Peta Hutan, Peta Jalan, Peta Utilitas Perkotaan dan Peta Penduduk.

2. Peta Tematik Analisis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil dari

proses analisis dan transformasi dari suatu peta tematik dasar.
Contoh:

Peta Sistem Lahan, Peta Bentuk Lahan, Peta Neraca Sumber daya Alam, Peta
Daerah Aliran Sungai (DAS) Peta Curah Hujan, Peta Temperatur dan Peta

Perolehan Suara Pemilu.

3. Peta Tematik Sintesis adalah peta yang berisi suatu tema tertentu hasil

proses sintesis (penggabungan) dari peta tematik dasar, dan atau peta tematik
analisis. Satuan pemetaan baru pada peta tematik sintesis diperoleh dari
penggabungan dua atau lebih peta masukan (Sukwardjono, 1990; Sinaga,
1986).

Contoh:

Peta Potensi Mikrohidro, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta
Kemampuan Lahan, Peta Kesesuaian Lahan, Peta Potensi Wisata, Peta
Resiko Bencana, Peta Kemiskinan, Peta Daerah Tangkapan Ikan, Peta
Kerawanan Konflik, dan Peta Prediksi Penyebaran Penyakit Flu Burung.

Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Informasi Geospasial
secara umum, maka Informasi Geospasial Tematik meliputi titik-titik horizontal
yang mengacu kepada jaring kontrol geodesi horizontal pada Informasi
Geospasial dasar, titik-titik vertikal yang mengacu kepada jaring kontrol geodesi
vertikal pada Informasi Geospasial dasar, dan unsur-unsur tema yang
digambarkan di atas peta rupabumi. Unsur peta rupabumi yang diambil untuk
penggambaran Informasi Geospasial Tematik ini disesuaikan dengan tema yang

ditampilkan dalam Informasi Geospasial Tematik tersebut.
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3.2.2.1 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik

Tema Informasi Geospasial Tematik harus mencakup seluruh fenomena
muka bumi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia yaitu atmosfer, litosfer,
pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer (Lihat BAB 1). Dalam tatanan
pemerintahan, Informasi Geospasial Tematik dibuat sesuai kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
Badan Usaha, atau Perorangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007
tentang Jaringan Data Spasial Nasional dijelaskan mengenai tugas dan

wewenang instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi spasial.

Pengaturan tentang lokasi, cakupan, periodisasi dan spesifikasi pembuatan
Informasi Geospasial Tematik belum dapat dibakukan karena tergantung pada
tema yang ditampilkan. Tema dari Informasi Geospasial Tematik belum perlu
dibatasi dan hal ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan berbagai

aspek kehidupan masyarakat.

Sumber data untuk penyusunan peta tematik dasar dapat berasal dari citra
penginderaan jauh (foto udara, SFAP, citra satelit, Lidar), hasil survei lapangan,
data statistik.

3.2.2.2 Skala Informasi Geospasial Tematik

Skala Informasi Geospasial Tematik dibuat sesuai dengan kebutuhan dan
ketelitian sumber data yang digunakan. Informasi Geospasial Tematik dibuat
dengan mengacu pada Informasi Geospasial Dasar Untuk itu skala Informasi
Geospasial Tematik tidak boleh lebih besar dari skala Informasi Geospasial Dasar
yang digunakan sebagai acuan. Pengacuan terhadap unsur Informasi Geospasial
Dasar sesuai dengan tujuan pembuatan Informasi Geospasial Tematik, harus

dilakukan tanpa mengubah posisi dan tingkat kedetilan geometrisnya.

3.2.2.3 Informasi Geospasial Tematik Berkekuatan Hukum

Informasi Geospasial Tematik yang akan berkekuatan hukum adalah
informasi yang memuat batas wilayah yang menunjukkan hak dan/atau kewajiban

pihak tertentu di dalam wilayah yang ditentukan oleh batas tersebut. Misalnya peta
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yang menggambarkan izin pertambangan atau pengelolaan hutan yang
dikeluarkan instansi terkait.

Data tematik seperti data pertanahan, kehutanan, pertanian, mineral, tata
ruang, kelautan dan sebagainya, meski bertolak dari peta dasar yang sama,
kadang-kadang secara tematik mengalami batas yang bertumpang tindih, karena
dibuat dengan filosofi yang berbeda. Hal ini sangat krusial bila menyangkut
perizinan, misalnya suatu daerah sudah diberi izin pertambangan berdasarkan
peta yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, namun
ternyata pada peta yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan lokasi tersebut
berupa hutan lindung. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian investasi, kemarahan
masyarakat adat, dan tuduhan pelanggaran hukum i yang sebenarnya berawal

dari informasi dari peta-peta yang tidak sinergis.

Pada setiap peta Rupabumi Indonesia (RBI), gambar garis batas selalu
diberi disclaimer ( A Pet a i ni bukan me r u p a k-batas
i nternasional m Banyaki arangnsarsg timlak anentbaca disclaimer
ini, dan peta RBI menjadi awal dari persengketaan antar daerah. Pengguna peta
tentunya menginginkan agar disclaimer ini dihapus, dengan cara semua garis
batas yang digambar di atas peta diberi kejelasan status hukumnya, dan ini
mendorong agar semakin banyak data batas wilayah yang telah memiliki

kepastian hukum.

3.2.2.4 Pembuatan Informasi Geospasial Tematik untuk Pemutakhiran Informasi
Geospasial Dasar

Kalau dalam pembuatan suatu Informasi Geospasial Tematik diketahui
bahwa keseluruahan atau sebagian Informasi Geospasial Dasar yang diacunya
tidak lagi sesuai dengan kondisi alam, dan penyelenggara Informasi Geospasial
Tematik tersebut melakukan pemutakhiran terhadap Informasi Geospasial Dasar
tersebut untuk kepentingannya sendiri, maka hasil pemutakhiran ini harus
diserahkan kepada Badan untuk dijadikan bahan masukan pemutakhiran

Informasi Geospasial Dasar.
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3.3 PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

3.3.1 Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar

Mengingat Informasi Geospasial Dasar harus diselenggarakan secara
sistematis mencakup keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia dan akan
digunakan sebagai dasar pembuatan Informasi Geospasial Tematik, maka
Informasi Geospasial Dasar harus dilaksanakan oleh 1 (satu) instansi saja. Ini
akan menjamin keberlangsungan dan standardisasi Informasi Geospasial Dasar
yang ada di Indonesia. Juga hal ini memberikan kejelasan tentang siapa yang
bertanggungjawab apabila suatu Informasi Geospasial Dasar diperlukan untuk
proses pembangunan. Selanjutnya karena pembuatan Informasi Geospasial
Tematik harus mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar, maka Informasi
Gepasial Tematik pun akan terstandardisasi sehingga mempermudah proses
pertukaran dan pemanfaatan bersama informasi tersebut. Untuk itu RUU ini
mengamanahi sebuah Badan untuk menyelenggarakan Informasi Geospasial

Dasar.

Tetapi karena Informasi Geospasial Dasar harus diselenggarakan secara
sistematis pada berbagai skala sampai skala yang sangat detil untuk kepentingan
pembangunan, maka untuk membantu percepatan penyelenggaraannya dibuka
kemungkinan bahwa Informasi Geospasial Dasar pada skala yang diperlukan
untuk pembangunan daerah (skala 1:1000 sampai dengan 1:10000) juga dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap bekerjasama dengan
Badan penyelenggara Informasi Geospasial Dasar. Pola seperti ini misalnya
dilaksanakan oleh Jepang, yang membagi tugas pembuatan Informasi Geospasial
Dasar skala 1:25.000 dan lebih kecil sebagai tugas dari GSI (Geographic Surveis
Institute) yang merupakan lembaga pemetaan tingkat nasional, dan pembuatan
Informasi Geospasial Dasar skala 1:10.000 dan lebih detil sebagai tugas
Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota).

Penyelenggaraan Informasi Geospasial dasar, yang mencakup jaring
geodesi nasional dan peta dasar rupabumi, di Indonesia sejauh ini dilandaskan
pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) meskipun dalam
Kepres ini penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar masih diistilahkan
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